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Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia- 

Nya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dapat 

menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 

2025 sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Laporan ini 

merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang 

menggambarkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BNNP 

Sumatera Barat dalam penyelenggaraan Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN) di wilayah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025. 

Hal ini dimaksud bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan 

bertanggung jawab kepada publik yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2025 merupakan Laporan Kinerja tahun 

pertama dalam periode RPJMN tahun 2025 - 2029. Dalam laporan ini disajikan tingkat pencapaian 

sasaran strategis BNNP Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNNP 

Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025. 

Secara umum BNNP Sumatera Barat berupaya keras untuk melakukan pencegahan, 

rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkoba dan pemberantasan yang bertujuan untuk 

memutus rantai peredaran narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. 

Diharapkan melalui laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang Kinerja BNNP 

Sumatera Barat tahun 2025 sekaligus menjadi acuan yang berkesinambungan dalam 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang, serta dapat menjadi media 

pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai Kinerja BNNP Sumatera Barat 

secara keseluruhan. 

Demikian, semoga Allah SWT meridhoi usaha kita semua. Amin 

 

Padang, 21 Januari 2026  
Kepala Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Sumatera Barat 
 
 
 
 

Dr. Riki Yanuarfi, SH.,M.Si 

KATA PENGANTAR 

BRIGADIR JENDERAL POLISI DR. RIKI YANUARFI, S.H., M.Si 
KEPALA BNN PROVINSI SUMATERA BARAT 
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Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera 

Barat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah: 

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN. 

b. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN). 

Program Kegiatan tersebut di implementasikan melalui 13 (tiga belas) sasaran strategis 

dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja 

kegiatan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Capaian sesuai target sebanyak 11 indikator kinerja kegiatan; 

2. Capaian melebihi target sebanyak 6 indikator kinerja kegiatan; 

3. Capaian di bawah target sebanyak 2 indikator kinerja kegiatan; 

Berdasarkan uraian capaian kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, 

menggambarkan bahwa BNNP Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsi yang 

diberikan dalam pengembangan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam pelaksanaannya, BNN Provinsi Sumatera Barat 

melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Bidang 

Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan. 

Selain itu dukungan dan peran serta masyarakat juga sangat berperan dalam pencapaian 

kinerja di BNN Provinsi Sumatera Barat. 

Capaian kinerja ini tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kegiatan terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun 

kuantitas. 

Pagu anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 untuk mendukung program 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

adalah sebesar Rp. 15.450.214.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar        

Rp. 14.277.434.835,- atau sebesar 92,41 % dari total anggaran. 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
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BAB  I 
 

 

A. GAMBARAN UMUM 

Terdapat prinsip dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good 

governance) yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. 

Terkait dengan pengelolaan praktik sistem akuntabilitas pemerintahan, telah 

diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai aturan turunan teknisnya diterbitkan 

pula Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Melalui sejumlah regulasi tersebut diharapkan dapat 

menciptakan sistem tatanan pemerintahan yang akuntabel. Setiap kegiatan, 

program, dan anggaran negara yang dikelola pemerintah harus dapat memberikan 

hasil (result orientes goverment) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. 

 
Dalam aturan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban membangun 

memperkuat sistem akuntabilitas kinerja di masing-masing instansinya yang 

mencakup aspek perencanaan, perjanjian, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi 

kinerja. Secara proses, aspek-aspek SAKIP tersebut saling terkait dan saling 

mempengaruhi secara berkelanjutan. Artinya, masing-masing aspek memiliki nilai 

strategis atau urgensi dalam sistem akuntabilitas. 

 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berkembang begitu pesat dan 

sangat mengkhawatirkan merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara 

(transnational crime), suatu kejahatan yang terorganisir (organized crime) dan terus 

berkembang serta menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi 

kesehatan, sosial ekonomi, keamanan dan mengakibatkan hilangnya satu generasi 

di masa depan. Peredaran Narkoba saat ini sudah merambah ke seluruh wilayah dan 

berbagai lapisan masyarakat yang mana sasaran dari peredaran narkoba bukan 

hanya tempat-tempat hiburan malam tetapi juga ke daerah pemukiman, kampus, 

sekolah-sekolah, rumah kos dan bahkan lingkungan rumah tangga. 

PENDAHULUAN 
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Permasalahan ini memerlukan penanganan yang serius dan kerjasama dari 

seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menanggulangi 

permasalahan narkoba tersebut, BNNP Sumatera Barat melakukan berbagai upaya 

melalui Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan 

Pemberantasan. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang 

Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang 

Pemberantasan. Selain itu juga diperlukan komitmen bersama para aparat penegak 

hukum, Aparatur Sipil Negara dan seluruh komponen masyarakat dalam 

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Sumatera 

Barat. 

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas 

penanganan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat, dimana permasalahan- 

permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di 

wilayah provinsi Provinsi Sumatera Barat adapun sejumlah permasalahan tersebut 

adalah: 

a. Keadaan Geografis 

Provinsi Sumatera Barat secara astronomis terletak antara 0o 54’ Lintang 

Utara dan 3o 30’ Lintang Selatan dan antara 98o 36’ - 101o 53’ Bujur Timur. 

Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera dan 

mempunyai luas wilayah sekitar 42,01 ribu Km2 . Provinsi Sumatera Barat 

berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi 

Jambi, Provinsi Bengkulu dan Samudera Indonesia. Provinsi Sumatera Barat 

terdiri dari 19 Kabupaten/Kota. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 

wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu Km2 atau sekitar 14,31 % dari luas Provinsi 

Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah 

terkecil, yakni 23,0 Km2 (0,05%). Provinsi Sumatera Barat memiliki 218 pulau 

yang tersebar di 7 Kabupaten/ Kota yaitu Kab. Kepulauan Mentawai (113 

pulau), Kab. Pesisir Selatan (48 pulau), Kab. Padang Pariaman (1 pulau), Kab. 

Agam (2 pulau), Kab. Pasaman Barat (26 pulau), Kota Padang (21 pulau), Kota 

Pariaman (4 pulau) dan yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Barat (3 

pulau).  
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Jalur laut menjadi jalur favorit penyelundupan narkoba ke indonesia dengan 

menggunakan kapal penumpang, kapal tradisional, atau speedboat, para 

pengedar narkoba beraksi di perairan indonesia. Narkoba masuk ke Provinsi 

Sumbar (85%) melalui jalur laut selebihnya udara dan daratan lewat 

perbatasan-perbatasan. Di provinsi sumatera barat narkoba masuk melalui 

sepanjang daerah pesisir pantai (Tiku, Pariaman, Padang, Painan, Kambang 

dan Kepulanan Mentawai). 

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kebutuhan sumber daya manusia yang ada pada Satker BNN Provinsi 

Sumatera Barat masih sangat kurang. Jumlah keseluruhan personil pada BNN 

Provinsi Sumatera Barat ASN 31 orang, Polri 16 orang, PPPK Paruh Waktu 18 

orang dan Tenaga Outsouching 5 orang. Berdasarkan ketentuan Daftar 

Susunan Pegawai pada Provinsi sebanyak 211 Orang. 

 
Kebijakan yang dilakukan BNNP Sumatera Barat dalam menangani 

permasalahan narkotika yaitu penanganan secara seimbang, terintegrasi dan 

komprehensif antara demand reduction dan supply reduction. Implementasi dari 

kebijakan tersebut yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan P4GN secara masif 

ke semua lini seperti dilingkungan instansi pemerintah, swasta, pendidikan, pelaku 

usaha dan seluruh komponen masyarakat. BNNP Sumatera Barat juga berupaya 

melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ke seluruh lapisan 

masyarakat dengan mengintegrasikan program P4GN melalui konsep pembangunan 

berwawasan anti narkoba, menumbuhkan kepedulian dan kemandirian masyarakat 

dalam program P4GN dari tingkat desa/kelurahan dengan mendorong relawan- 

relawan anti narkoba menjadi pelaku P4GN secara mandiri, melakukan rehabilitasi 

bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta menangkap para 

pelaku kejahatan narkotika yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Barat tanpa 

pandang bulu. 

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun 

2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja 

Kepala BNNP Sumatera Barat kepada Kepala BNN dan para pemangku kepentingan  
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lainnya atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diperjanjikan pada awal 

tahun anggaran 2025. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah 

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 

tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan 

Narkotika Nasional; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi 

Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun 

masyarakat; 

8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Badan Narkotika Nasional. 
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C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI 

1. Kedudukan 

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal Badan 

Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan  

Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. BNNP berkedudukan di ibukota 

Provinsi. BNNP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 

Narkotika Nasional dan dipimpin oleh Kepala. 

2. Tugas Pokok 

BNNP Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN 

di wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mencegah dan memberantas 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. 

3. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 

tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif 

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya 

di sebut P4GN dalam wilayah Provinsi; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan 

masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi; 

c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; 

d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi; 

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah 

tekait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi; 

f. Pelayanan administrasi BNNP; 

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP. 

 

4. Kewenangan 

Kewenangan BNNP secara umum secara implisit terlihat pada tugasnya. Namun, 

kewenangan yang dikhususkan undang-undang adalah tugas dalam 

melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNNP berwenang 

melakukan penyelidikan dan penyidikan.  
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5. Struktur Organisasi 

 

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat 

sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Badan 

Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat terdiri atas : 

a. Kepala 

b. Bagian Umum 

c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen 

d. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional 
 

STRUKTUR ORGANISASI 

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT 
   

 

adapun organisasi dan tata kerja BNNP Sumatera Barat dan BNNK jajaran Tahun 2025 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

BNN PROVINSI SUMATERA BARAT 

BNN KOTA 
PAYAKUMBUH 

BNN KOTA 
SAWAHLUNTO 

BNN KABUPATEN 
SOLOK 

BNN KABUPATEN 
PASAMAN BARAT 
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6. Sistematika Penyajian 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Sumatera Barat pada Program Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

 

Pendahuluan 

Menyajikan tentang latar belakang penyusunan laporan kinerja, 

kedudukan, tugas, fungsi, dan struktrur organisasi BNN 

 

Perencanaan Kinerja 

Menyajikan informasi tentang Rencana Program Kerja yang memuat visi, 

misi, tujuan dan sasaran strategis. Selain itu juga menyajikan Rencana 

Kerja dan Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2025. 

 

Akuntabilitasi Kinerja 

Menyajikan informasi tentang kinerja sasaran strategis dan capaian 

Indikator Kinerja BNN Tahun 2025. Selain itu juga menyajikan evaluasi dan 

analisis pencapaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2025. 

 

Penutup 

Menyajikan simpulan umum capaian kinerja organisasi serta langkah di 

masa mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan 

kinerjanya 

 
Lampiran 

1. Perjanjian Kinerja Kepala BNN Tahun 2025; 

2. Lain – lainnya yang dianggap perlu
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BAB II 
 

A. RENCANA STRATEGIS / RENCANA PROGRAM KERJA 

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari 

pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan dengan memanfaatkan 

sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif dan mengorganisasi secara 

sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui 

umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas program maka institusi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah 

yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategis. 

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan 

berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang 

berorientasi pada pencapaian hasil. Perencanaan strategis merupakan serangkaian 

tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat Kepala BNN untuk diimplementasikan 

oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta 

memaksimalkan keunggulan kompetitif (competitive advantages) dan meminimalkan 

kelemahan kompetitif (competitive disadvantages) yang merupakan kebutuhan 

nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh organisasi saat ini. Hasil 

perencanaan strategis adalah dokumen Rencana Strategis. 

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan 

Rencana Strategi periode 2025-2029 yang mengacu pada visi dan misi presiden 

terpilih periode 2025-2029. 

Sebagai penerjemahan visi Presiden 2025-2029, maka BNN merumuskan visi 

sebagai berikut : 

Sementara itu, rumusan misi BNN 2025-2029 merupakan penjabaran visi 

Presiden yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, 

sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni 

“Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi 

Generasi Muda”. 

VISI BNN : 
 

Menjadi Lembaga Negara yang Profesional. Tangguh, dan 
Terpercaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. 

PERENCANAAN KINERJA 

LAPORAN KINERJA I Page 
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Rumusan misi BNN tahun 2025 – 2029 sebagai berikut : 
 

 

Mengacu pada Renstra BNN tahun 2025 – 2029 maka disusunlah Rencana 

Program Kerja BNN Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 sebagai berikut : 

MISI BNN : 

1. Memperkuat Ketahanan Masyarakat (Soft Power Approach) 

2. Melakukan Pemberantasan Jaringan Sindikat (Hard Power 

Approach): 

3. Meningkatkan Kualitas Layanan Rehabilitasi: 

4. Memperkuat Intelijen dan Teknologi (Smart Power 

Approach): 

5. Meningkatkan Kerja Sama Nasional dan Internasional: 

6. Transformasi Tata Kelola Kelembagaan: 

 
TUJUAN BNN 2025 – 2029: 

 
1. Tujuan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk periode 2025-2029 

adalah menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dari 
1,73% (2024) menjadi 1,70% (2025) dan 1,60% pada 2029 

 

 

 
SASARAN STRATEGIS BNN 2025 – 2029 : 

 

1. Pertahanan dan Keamanan: meningkatkan kemampuan BNN 

dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika 

2. Pembangunan Manusia: meningkatkan kesadaran dan edukasi 

masyarakat tentang bahaya narkotika 

3. Kolaborasi antar-Stakeholders: meningkatkan kerja sama dengan 

berbagai pihak untuk mengatasi masalah narkotika 

4. Kapabilitas Kelembagaan: meningkatkan kemampuan dan 

infrastruktur BNN untuk menangani masalah narkotika 
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RENCANA PROGRAM KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT 2025 – 2029  
 

NO KEGIATAN SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA 

2025 2026 2027 2028 2029 

1. Pengelolaan 

Informasi 
dan Edukasi  

Meningkatnya daya 

tangkal anak dan 
remaja terhadap 

pengaruh buruk 
penyalahgunaan dan 

peredaran gelap 
narkotika 

Jumlah kabupaten/kota 

dengan Indeks Ketahanan 
Diri Remaja Terhadap 

Penyalahgunaan Narkoba 
berkategori “Tinggi” di 

wilayah provinsi 

3 

kab/kota 

4  

kab/kota 

4  

kab/kota 

4  

kab/kota 

4  

kab/kota 

2. Penyelenggaraan 

Advokasi 

Meningkatnya daya 

tangkal keluarga 
terhadap pengaruh 
buruk penyalahgunaan 

dan peredaran gelap 
narkotika  

Jumlah kabupaten/kota 

dengan Indeks Ketahanan 
Keluarga Terhadap 
Penyalahgunaan Narkoba 

berkategori “Tinggi” di 
wilayah provinsi 

4 
kab/kota 

4  
kab/kota 

4  
kab/kota 

4  
kab/kota 

4  
kab/kota 

3. Pemberdayaan 

Peran Serta 
Masyarakat  

Meningkatnya 

kesadaran dan 
kepedulian masyarakat 

dalam penanganan 
P4GN 

Jumlah kabupaten/kota 

dengan Indeks Kemandirian 
Partisipasi berkategori 

“Mandiri” di Wilayah Provinsi 

4 

kab/kota 

4  

kab/kota 

4  

kab/kota 

4  

kab/kota 

4  

kab/kota 

4. Penyelenggaraan 

Pemberdayaan 
Alternatif  

Meningkatnya upaya 

pemulihan kawasan 
atau wilayah rawan 

narkoba secara 
berkelanjutan 

Jumlah kawasan rawan 

narkoba di provinsi yang 
mengalami peningkatan 

derajat keterpulihan 

2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 

Nilai Keterpulihan Kawasan 

Rawan yang diintervensi *) 

1,65 
Indeks 

1,65  
Indeks 

1,65 
 Indeks 

1,65 
 Indeks 

1,65 
 Indeks 

5. Pasca rehabilitasi 

Penyalah guna 
dan/atau 
Pecandu Narkoba  

Meningkatnya Upaya 

pemulihan 
penyalahguna dan/atau 
pecandu narkotika 

Persentase penyalahguna 

dan/atau pecandu narkotika 
yang mengalami 
peningkatan kualitas hidup 

71,4% 71,5 % 71,5 % 72 % 72 % 
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6. Penguatan 
Lembaga 

Rehabilitasi 
Instansi 

Pemerintah  

Meningkatnya kapasitas 
tenaga teknis rehabilitasi 

Jumlah petugas 
penyelenggara layanan IBM 

yang terlatih 

5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 

7. Penguatan 

Lembaga 
Rehabilitasi 

Komponen 
Masyarakat  

Meningkatnya 

aksesibilitas dan 
kemampuan fasilitas 

layanan rehabilitasi 
narkotika 

Jumlah lembaga rehabilitasi 

yang memenuhi Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) 

yang operasional di Wilayah 
Provinsi 

1 

Lembaga 

2 

Lembaga 

2 

Lembaga 

2 

Lembaga 

2 

Lembaga 

   Jumlah unit penyelenggara 

layanan IBM yang 
operasional 

5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 

  Meningkatnya kualitas 

layanan reahbilitasi 
narkotika  

Indeks kepuasan penerima 

layanan rehabilitasi pada 
fasilitas rehabilitasi BNN 

3,46 
Indeks 

3,46  
Indeks 

3,46  
Indeks 

3,46  
Indeks 

3,46  
Indeks 
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NO KEGIATAN SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

TARGET KINERJA 

2025 2026 2027 2028 2029 

8. Pelaksanaan 
Intelijen 

Berbasis 
Teknologi  

Meningkatnya pemetaan 
jaringan peredaran 

gelap narkotika dan 
prekursor narkotika 

Jumlah jaringan peredaran 
gelap narkotika dan 

prekursor narkotika yang 
berhasil dipetakan 

1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 2 jaringan 

9. 
10 Penyidikan 

Jaringan Gelap 

Peredaran 
Gelap 
Narkotika  

Meningkatnya 
pengungkapan tindak 

pidana narkotika dan 
lahan tanaman ganja 
dan tanaman terlarang 

lainnya 

Jumlah berkas perkara 
tindak pidana narkotika dan 

prekursor narkotika yang P-
21 

15 Berkas 

perkara 

15 Berkas 

perkara 

20 Berkas 

perkara 

20 Berkas 

perkara 

20 Berkas 

perkara 

 

 

10. 

Pengawasan 
Tahanan dan 
Barang Bukti  

Meningkatnya 
pengawasan tahanan dan 
barang bukti narkotika 

Nilai tingkat keamanan, 

ketertiban, dan kesehatan 
tahanan 

100 

Indeks 

100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 

Nilai tingkat keamanan 

barang bukti narkotika dan 
non narkotika 

100 

Indeks 

100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 100 Indeks 

   
   11.  Penyusunan 

dan 

Pengembang
an Rencana 
Program dan 

Anggaran 
BNN  

Meningkatnya proses 

manajemen kinerja secara 
efektif dan efisien 

Nilai Kinerja Anggaran BNNP 
Sangat 

Baik 

Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

Jumlah BNNK di wilayah 

provinsi dengan Nilai Kinerja 

Anggaran mencapai target 

4 

Kab/Kota 

4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 

 
    12. Pembinaan 

Administrasi 

dan 
Pengelolaan 
Keuangan  

Meningkatnya tata kelola 
administrasi keuangan 

yang sesuai prosedur 

Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) 

99,1 

Indeks 

99,5 Indeks 99,5 Indeks 99,5 Indeks 99,5 Indeks 

Jumlah BNNK di wilayah 

Provinsi dengan Nilai IKPA 

mencapai target 

4 Kab/ 

Kota 

4 Kab/ Kota 4 Kab/ Kota 4 Kab/ Kota 4 Kab/ Kota 

 

   13. Inspektorat 

Utama  

Meningkatnya 

pengelolaan reformasi 
birokrasi unit kerja 

vertikal 

Nilai Zona Integritas BNN 

Berdasarakan Penilaian 

Internal 

83,5 

Indeks 

83,5 Indeks 84 Indeks 84 Indeks 85 Indeks 
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B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan rencana kinerja 

sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2025-2029. Desain rencana 

kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat menggunakan pendekatan cascading kinerja 

sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja 

BNN Kabupaten. Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi sudah 

termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah 

Provinsi. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencara 

Program Kerja Jangka Menengah BNN Kab/Kota merupakan gambaran dan proyeksi 

rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah kota. 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan rencana kinerja 

Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2025. 

Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai 

gambaran pelaksanaan program kerja BNN selama satu tahun di wilayah Provinsi 

Sumatera Barat. 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menetapkan rencana kinerja 

Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2025. 

Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai 

gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah 

provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana 

target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 

sebagai berikut : 
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NO KEGIATAN SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

KEGIATAN 

TARGET 
KINERJA 

KEBUTUHAN 
PENDANAAN 

1. Pengelolaan 
Informasi 

dan Edukasi  

Meningkatnya 
daya tangkal 

anak dan 
remaja terhadap 

pengaruh buruk 
penyalahgunaan 
dan peredaran 

gelap narkotika 

Jumlah 
kab/kota 

dengan 
Indeks 

Ketahanan 
Diri Remaja 
Terhadap 

Penyalahguna
an Narkoba 

berkategori 
“Tinggi” di 
wilayah 

provinsi 

3 kab/kota Rp 363.000.000 

2. Penyelenggara

an Advokasi  

Meningkatnya 

daya tangkal 
keluarga 
terhadap 

pengaruh buruk 
penyalahgunaan 
dan peredaran 

gelap narkotika 

Jumlah 

kabupaten/ko
ta dengan 
Indeks 

Ketahanan 
Keluarga 
Terhadap 

Penyalahguna
an Narkoba 

berkategori 
“Tinggi” di 
wilayah 

provinsi 

4 kab/kota Rp 375.000.000 

3. Pemberdayaan 

Peran Serta 
Masyarakat  

Meningkatnya 

kesadaran dan 
kepedulian 
masyarakat 

dalam 
penanganan 
P4GN 

Jumlah 

kabupaten/ko
ta dengan 
indeks 

kemandirian 
partisipasi 
berkategori 

“Mandiri” di 
wilayah 

provinsi   

4 Kab/kota Rp 456.940.000 

4.  Penyelenggara
an 

Pemberdayaan 
Alternatif 

Meningkatnya 
upaya 

pemulihan 
kawasan atau 

wilayah rawan 
narkoba 
secara 

berkelanjutan 

Jumlah 
kawasan 

rawan 
narkoba di 

provinsi yang 
mengalami 
peningkatan 

derajat 
keterpulihan 

2 kawasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp 150.000.000 
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Nilai 

Keterpulihan 
Kawasan 
Rawan yang 

diintervensi 
*) 

1,65 Indeks 

5. Pasca 
rehabilitasi 

Penyalah guna 
dan/atau 
Pecandu 

Narkoba  

Meningkatnya 
Upaya 

pemulihan 
penyalahguna 
dan/atau 

pecandu 
narkotika 

Persentase 
penyalahgun

a dan/atau 
pecandu 
narkotika 

yang 
mengalami 
peningkatan 

kualitas hidup 

71,4% Rp 115.973.000 

6. Penguatan 

Lembaga 
Rehabilitasi 
Instansi 

Pemerintah  

Meningkatnya 

kapasitas 
tenaga teknis 
rehabilitasi 

Jumlah 

petugas 
penyelenggar
a layanan 

IBM yang 
terlatih 

5 orang Rp 68.535.000 

7. Penguatan 

Lembaga 
Rehabilitasi 
Komponen 

Masyarakat  

Meningkatnya 

aksesibilitas 
dan 
kemampuan 

fasilitas 
layanan 

rehabilitasi 
narkotika 

Jumlah 

lembaga 
rehabilitasi 
yang 

memenuhi 
Standar 

Pelayanan 
Minimal 
(SPM) yang 

operasional di 
Wilayah 
Provinsi 

1 Lembaga Rp 421.590.000 

Jumlah unit 
penyelenggar

a layanan 
IBM yang 
operasional  

5 unit  
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  Meningkatnya 
kualitas 

layanan 
rehabilitasi 

narkotika  

Indeks 
kepuasan 

penerima 
layanan 

rehabilitasi 
pada fasilitas 
rehabilitasi 

BNN 

3,46 Indeks  

8. Pelaksanaan 
Intelijen 
Berbasis 

Teknologi  

Meningkatnya 
pemetaan 
jaringan 

peredaran 
gelap 
narkotika dan 

prekursor 
narkotika 

Jumlah 
jaringan 
peredaran 

gelap 
narkotika dan 
prekursor 

narkotika 
yang berhasil 

dipetakan 

1 jaringan Rp 250.000.000 

9. Penyidikan 
Jaringan Gelap 

Peredaran 
Gelap 

Narkotika  

Meningkatnya 
pengungkapan 

tindak pidana 
narkotika dan 

lahan 
tanaman 
ganja dan 

tanaman 
terlarang 
lainnya 

Jumlah 
berkas 

perkara 
tindak pidana 

narkotika dan 
prekursor 
narkotika 

yang P-21 

15 Berkas 
perkara 

Rp 675.000.000 

10. Pengawasan 
Tahanan dan 

Barang Bukti 
tahanan  

Meningkatnya 
pengawasan 

tahanan dan 
barang bukti 
narkotika  

Nilai tingkat 
keamanan, 

ketertiban, 
dan 
kesehatan 

tahanan 

100 Indeks Rp 488.502.000 

Nilai tingkat 
keamanan 
barang bukti 

narkotika dan 
non narkotika  

100 Indeks  
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11.  Penyusunan 
dan 

Pengembanga
n Rencana 

Program dan 
Anggaran BNN  

Meningkatnya 
proses 

manajemen 
kinerja secara 

efektif dan 
efisien 

Nilai Kinerja 
Anggaran 

BNNP 

Sangat Baik Rp 149.522.000 

Jumlah BNNK 

di wilayah 
provinsi 
dengan Nilai 

Kinerja 
Anggaran 

mencapai 
target  

4 Kab/Kota 

12. Pembinaan 
Administrasi 

dan 
Pengelolaan 
Keuangan Nilai 

Indikator  

Meningkatnya 
tata kelola 

administrasi 
keuangan 
yang sesuai 

prosedur 

Kinerja 
Pelaksanaan 

Anggaran 
(IKPA) 

99,1 Indeks Rp 5.329.206.000 

 Jumlah BNNK 
di wilayah 

Provinsi 
dengan Nilai 
IKPA 

mencapai 
target  

4 Kab/ Kota  

13. Inspektorat 

Utama  

Meningkatnya 

pengelolaan 
reformasi 
birokrasi unit 

kerja vertikal 

Nilai Zona 

Integritas 
BNN 
Berdasarakan 

Penilaian 
Internal 

83,5 Indeks  
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C. PERJANJIAN KINERJA 

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan 

penyelnggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian 

Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. 

Dalam perjanjian kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target 

yang akan dicapai melalui program dan kegiatan Lembaga/instasi. Adapun Perjanjian 

BNNP Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini. 

Tabel 1. 

Perjanjian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 

 

NO KEGIATAN 
SASARAN 

KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

KEGIATAN 

TARGET 
KINERJA 

1. Pengelolaan 
Informasi 

dan edukasi   

Meningkatnya 
daya tangkal 

anak dan 
remaja terhadap 

pengaruh buruk 
penyalahgunaan 
peredaran gelap 

narkotika 

Jumlah 
kabupaten/kota 

dengan indeks 
ketahanan diri 

remaja terhadap 
penyalahgunaan 
Narkoba 

berkategori 
”Tinggi” di wilayah 

provinsi   

3 Kab/kota 

2. Penyelenggaraan 
Advokasi 

Meningkatnya 
daya tangkal 
keluarga 

terhadap 
pengaruh buruk 

penyalahgunaan 
dan peredaran 
gelap Narkotika 

Jumlah 
kabupaten/kota 
dengan indeks 

ketahanan keluarga 
terhadap 

penyalahgunaan 
Narkoba 
berkategori 

“Tinggi” di wilayah 
provinsi 

4 Kab/kota 

3. Pemberdayaan 
Peran Serta 
masyarakat 

Meningkatnya 
kesadaran dan 
kepedulian 

masyarakat 
dalam 
penanganan 

P4GN 

Jumlah 
kabupaten/kota 
dengan indeks 

kemandirian 
partisipasi 
berkategori 

“Mandiri” di 
wilayah provinsi  

4 Kabupaten/ 
Kota  
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4.  Penyelenggaraa
n Pemberdayaan 
alternatif 

Meningkatnya 
upaya 
pemulihan 

kawasan atau 
wilayah rawan 
narkoa secara 

berkelanjutan  

Jumlah Kawasan 
rawan narkoba di 
Provinsi yang 

mengalami 
peningkatan 
derajat 

keterpulihan 

2 kawasan 

5. Meningkatnya 
upaya 

pemulihan 
penyalahgunaan 

dan/ atau 
pecandu 
narkotika 

Meningkatnya 
upaya 

pemulihan 
Kawasan atau 

wilayah rawan 
narkoba 
secara 

berkelanjutan  

Nilai keterpulihan 
Kawasan rawan 

yang diintervensi  

1,65 indeks  

6. Penguatan 
Lembaga 
rehabilitasi 

Instansi 
pemerintah  

Meningkatnya 
upaya 
pemulihan 

penyalahguna 
dan/atau 
pecandu 

narkotika  

Persentase 
penyalahguna 
dan/atau pecandu 

narkotika yang 
mengalami 
peningkatan 

kualitas hidup  

71,4 % 

7.  Penguatan 
Lembaga 

Rehabilitasi 
Komponen 

Masyarakat 

Meningkatnya 
kapasitas 

tenaga teknis 
rehabilitasi  

Jumlah petugas 
penyelenggara 

layanan IBM yang 
terlatih   

5 orang 

8. Meningkatnya 
kualitas Layanan 

rehabiltiasi 
narkotika 

Meningkatnya 
aksebilitas dan 

kemampuan 
fasilitas 
layanan 

rehailitas 
narkoba  

Jumlah Lembaga 
rehabilitasi yang 

memenuhi Standar 
Pelayanan Minimal 
(SPM) yang 

operasional di 
wilayah provinsi  

1 lembaga 

9. Penyidikan 

Jaringan Gelap 
Peredaran Gelap 
Narkotika 

Meningkatnya 

aksebilitas dan 
kemampuan 
fasilitas 

layanan 
rehabilitasi 

narkotika  

Jumlah unit 

penyelenggara 
layanan rehabilitasi 
IBM yang 

operasional 

5 unit 
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10. Pengawasan 
Tahanan dan 
Barang Bukti 

tahanan  

Meningkatnya 
kualitas 
layanan 

rehabilitasi 
narkotika  

Indeks kepuasan 
penerima layanan 
rehabilitasi pada 

fasilitas rehabilitasi 
BNN 

3,46 Indeks 

11. Penyusunan dan 
Pengembangan 

Rencana 
Program dan 

Anggaran BNN  

Meningkatnya 
pemetaan 

jaringan 
sindikat 

peredaran 
gelap 
narkotika dan 

prekursor 
narkotika  

Jumlah jaringan 
peredaran gelap 

narkotika dan 
prekursor 

narkotika yang 
berhasil dipetakan  

1 Jaringan  

12. Pembinaan 
Administrasi dan 

Pengelolaan 
Keuangan  

Meningkatnya 
pengungkapan 

tindak pidana 
narkotika dan 
lahan 

tanaman 
ganja dan 
tanaman 

lainnya  

Jumlah berkas 
perkara tindak 

pidana narkotika  
dan prekursor 
narkotika yang P-

21 

 

15 berkas 
perkara 

13. Meningkatnya 
pengelolaan 

reformasi 
birokrasi unit 
kerja vertikal  

Meningkatnya 
pengawasan 

tahanan dan 
barang bukti 
narkotika  

Nilai tingkat 
keamanan, 

ketertiban, dan 
kesehatan tahanan 

100 indeks  

14.   Meningkatnya 
pengawasan 

tahanan dan 
barang bukti 
narkotika  

Nilai tingkat 
keamanan barang 

bukti narkotika 
dan non narkotika  

100 indeks  

15  Meningkatnya 

proses 
manajemen 
kinerja secara 

efektif dan 
efisien   

Nilai Kinerja 

Anggran  

Sangat baik  
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16  Meningkatnya 
proses 
manajemen 

kinerja secara 
efektif dan 
efisien   

Jumlah BNN 
Kabupaten/kota di 
wilayah provinsi 

dengan NKA 
mencapai target  

4 kabupaten/kota 

17.   Meningkatnya 

tata kelola 
administrasi 
keuangan 

yang sesuai 
prosedur 

Nilai indikator 

kinerja 
pelaksanaan 
anggaran (IKPA) 

99,1 indeks 

18.   Meningkatnya 

tata kelola 
administrasi 
keuangan 

yang sesuai 
prosedur 

Jumlah BNN 

Kabupaten/Kota di 
wilayah provinsi 
dengan nilai IKPA 

mencapai target   

4 kabupaten / 

kota  

19.  Meningkatnya 
pengelolaan 

reformasi 
birokrasi unit 
kerja vertikal  

Nilai zona 
integritas BNN 

berdasarkan 
penilaian internal  

83,5 indeks  
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BAB III 
 

 

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN 

diuraikan diatas, BNNP Sumatera Barat telah berupaya semaksimal mungkin 

agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan 

akuntabel. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Perjanjian kinerja BNNP Sumatera 

Barat tahun 2025 menetapkan 13 (tiga belas) sasaran kegiatan dengan indikator 

kinerja kegiatan sebanyak 19 (sembilan belas) indikator. Disamping itu BNNP 

Sumatera Barat juga melakukan berbagai kegiatan pendukung lainnya dalam upaya 

meningkatkan akuntabilitas kinerja di wilayah Sumatera Barat. 

 
Tabel 2 

Realisasi Capaian Kinerja BNNP Sumatera Barat Tahun 2025 
 

No Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

 
T a r g e t 

2025 

  

 Realisasi 

2024 
Realisasi 

2025 

Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya daya 

tangkal anak dan 
remaja terhadap 
pengaruh buruk 

penyalahgunaan 
peredaran gelap 
narkotika 

Jumlah 

kabupaten/kota 
dengan indeks 
ketahanan diri 

remaja terhadap 
penyalahgunaan 
Narkoba 

berkategori 
”Tinggi” diwilayah 

provinsi   

 

3 

Kab/Kota 

3  

Kab/kota 

4 

Kab/kota 
133,33 

2 Meningkatnya daya 
tangkal keluarga 
terhadap pengaruh 

buruk 
penyalahgunaan 

dan peredaran 
gelap Narkotika 

Jumlah 
kabupaten/kota 
dengan indeks 

ketahanan 
keluarga terhadap 
penyalahgunaan 

Narkoba 
berkategori 

“Tinggi’ 

4 
Kab/Kota 

4  
Kab/Kota 

4 
Kab/Kota 

100 

AKUNTABILITAS KINERJA 



BNN PROVINSI SUMATERA BARAT I INDONESIA BERSINAR 

LAPORAN KINERJA I Page 23 

 

 

3 Meningkatnya 

kesadaran dan 
kepedulian 
masyarakat dalam 

penanganan P4GN 

Jumlah 

kabupaten/kota 
dengan indeks 
kemandirian 

partisipasi 
berkategori 

“mandiri” 
diwilayah provinsi 

 

4 

Kab/Kota 

4  

Kab/Kota 

4 

Kab/Kota 
100 

4 Meningkatnya 
upaya pemulihan 

kawasan atau 
wilayah rawan 

narkoba secara 
berkelanjutan 

Jumlah Kawasan 
rawan narkoba di 

Provinsi yang 
mengalami 

peningkatan 
derajat 
keterpulihan 

 

1 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 100 

5 Meningkatnya 

upaya pemulihan 
Kawasan atau 
wilayah rawan 

narkoba secara 
berkelanjutan 

 

 
Nilai keterpulihan 
Kawasan rawan 
yang diintervensi 

2,45 

indeks 

1,65  

indeks 

2,25 

indeks 
136,36 

6 Meningkatnya 

upaya pemulihan 
penyalahguna 
dan/atau 

pecandu 
narkotika 

Persentase 
penyalahguna 
dan/atau pecandu 
narkotika yang 
mengalami 
peningkatan 
kualitas hidup 
 

83,56 % 71,4 % 72,92 102,12 

7. Meningkatnya 
kapasitas tenaga 
teknis rehabilitasi 

Jumlah petugas 
penyelenggara 
layanan IBM yang 
terlatih   
 

10 orang 5 orang 6 orang 120 

8.  Meningkatnya 
aksebilitas dan 

kemampuan 
fasilitas layanan 
rehailitas narkoba 

Jumlah Lembaga 
rehabilitasi yang 
memenuhi 
Standar 
Pelayanan 
Minimal (SPM) 
yang operasional 
di wilayah 
provinsi 

2 
Lembaga 

1  
lembaga 

1  
lembaga 

100 
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9. Meningkatnya 

aksebilitas dan 
kemampuan 
fasilitas layanan 

rehabilitasi 
narkotika 

 

Jumlah unit 
penyelenggara 
layanan 
rehabilitasi IBM 
yang operasional 

10 unit 5 unit 5 unit 100 

 10. Meningkatnya 

kualitas layanan 
rehabilitasi 
narkotika 

Indeks 
kemampuan 
penerimaan 
layanan 
rehabilitasi pada 
fasilitas 
rehabilitasi BNN 
 

3,48 

Indeks 

3,46  

Indeks 

3,55 

Indeks 
108,38 

11 Meningkatnya 

pemetaan 
jaringan sindikat 

peredaran gelap 
narkotika dan 
prekursor 

narkotika 

 

Jumlah jaringan 
peredaran gelap 
narkotika dan 
prekursor 
narkotika yang 
berhasil dipetakan 

- 1 jaringan 1 jaringan 100 

12 Meningkatnya 
pengungkapan 
tindak pidana 

narkotika dan 
lahan tanaman 
ganja dan 

tanaman lainnya 

  

Jumlah berkas 
perkara tindak 
pidana narkotika  

dan prekursor 
narkotika yang P-
21 
 

12  
Berkas 

15 berkas 
perkara 

20 berkas 
perkara 

133,33 

13 Meningkatnya 
pengawasan 
tahanan dan 

barang bukti 
narkotika 

 
Nilai tingkat 
keamanan, 
ketertiban, dan 
kesehatan 
tahanan 
 

100 
indeks 

100  
indeks 

100 
indeks 

100 

14 Meningkatnya 
pengawasan 

tahanan an 
barang bukti 
narkotika 

 

 
Nilai tingkat 
keamanan barang 
bukti narkotika 
dan non narkotika 

100 
indeks 

100  
indeks 

100 
indeks 

100 

15 Meningkatnya 

proses 
manajemen 

kinerja secara 
efektif dan efisien   

Nilai kinerja 
anggaran  

95 indeks Sangat  

baik 

Sangat 

Baik  
100 
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16 Meningkatnya 

proses 
manajemen 
kinerja secara 

efektif dan efisien   

Jumlah BNN 
Kabupaten/kota 
di wilayah 
provinsi dengan 
NKA mencapai 
target  

4 
kabupaten

/kota 

4 
kabupaten/

kota 

4 

kabupaten
/kota 

100 

17 Meningkatnya 

tata kelola 
administrasi 
keuangan yang 

sesuai prosedur 

Nilai indikator 
kinerja 
pelaksanaan 
anggaran (IKPA) 

97,23 

Indeks 

99,1  

Indeks 

99,00 

Indeks 
99,89 

18. Meningkatnya 

tata kelola 
administrasi 
keuangan yang 

sesuai prosedur 

Jumlah BNN 
Kabupaten/Kota 
di wilayah 
provinsi dengan 
nilai IKPA 
mencapai target   
 

3 
kabupaten

/ kota 

4 
kabupaten / 

kota 

1 

kabupaten 
/ kota 

25 

19 Meningkatnya 
pengelolaan 
reformasi 

birokrasi unit 
kerja vertikal  

Nilai zona 
integritas BNN 
berdasarkan 
penilaian internal  

75  
indeks 

83,5  
indeks 

83,5 
indeks 

100 
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Pengukuran tingkat capaian kinerja pada BNNP Sumatera Barat dilakukan 

dengan pemantauan dan evaluasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

masyarakat. Tingkat capaian kinerja BNNP Sumatera Barat selama tahun 2025 

berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat dalam bentuk tabel dan narasi. 

 

1. Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap 

pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

 
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
(%) 

1. Jumlah kabupaten/kota 
dengan indeks ketahanan 
diri remaja terhadap 
penyalahgunaan Narkoba 
berkategori ”Tinggi” 
diwilayah provinsi   

3 Kab/Kota 3 Kab/kota 4 Kab/Kota 133,33% 

 

Definisi Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba 

adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, 

menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh 

untuk menyalahgunakan Narkoba. Untuk mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan 

tersebut, harus diketahui terlebih dahulu dengan pengukuran Indeks Ketahanan Diri 

Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba atau disingkat DEKTARI di masing- 

masing BNN Kabupaten/Kota. 

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri pada kalangan 

remaja secara sampling pada 4 (empat) kabupaten/kota wilayah Provinsi Sumatera 

Barat dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang 

mencakup 3 dimensi, yaitu : 

a. Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol 

impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri 

b. Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan 

kepada orang lain secara tegas. 
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c. Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan 

aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau 

menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan 

orang lain. 

 
Tabel 3. 

Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan 
Narkoba (DEKTARI) Tahun 2025 

 

No. Unit Vertikal Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Nilai 
Dektari 
2025 

Kategori 

 
BNN 53 53,51 62.35 Sangat 

Tinggi 

1 BNNP Sumatera Barat 52,52 53,51 65.93 Sangat 
Tinggi 

2 BNN Kota Payakumbuh 55,36 55,36 64.83 Sangat 
Tinggi 

3 BNN Kota Sawahlunto 55,36 55,36 72.37 Sangat 

Tinggi 

4 BNN Kabupaten Solok 54,13 54,13 63.91 Sangat 
Tinggi 

5 BNN Kabupaten 

Pasaman Barat 

49,36 52 53.9 Sangat 

Tinggi 

RATA- RATA PROV. 
SUMBAR 

  
64.19 Sangat 

Tinggi 

 

Dapat dijelaskan bahwa penetapan target 2025 ditentukan oleh Pusat dengan 

pertimbangan capaian target nasional tahun 2025 bagi satker sebagai berikut : 

a. Target satker 2025 disesuaikan dengan capaian 2024 atau minimal sama 

dengan capaian tahun sebelumnya. 

b. jika capaian tahun sebelumnya dibawah target capaian BNN RI tahun 2025, 

maka target satker 2025 harus di atas capaian tahun sebelumnya atau minimal 

mendekati target nasional tahun 2025 namun melalui kesepakatan dengan 

BNN RI. 

Dengan kesimpulan bahwa capaian 2025 untuk 4 (empat) BNN Kab/Kota capaian 

kinerja antara 98 – 100 %. target nilai indeks ketahanan diri remaja Sumatera Barat 

sudah tercapai dalam rata- rata Sangat Tinggi  
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Dari data diatas jumlah kabupaten/ kota dengan indeks ketahanan diri remaja 

terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Sumatera Barat berkategori 

Sangat Tinggi sebanyak  4 (empat) kabupaten/kota.  

Dari tabel diatas diketahui bahwa penghitungan Dektari menggunakan aplikasi 

mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) 

yang telah menerima penyuluhan/ sosilaisasi oleh BNN PROVINSI dan BNNK. Hasil 

angka penghitungan Dektari Tahun 2025 adalah 65.93 (Kategori Sangat  Tinggi) 

dengan target angka 53, 51 ( Kategori Tinggi). 

 
Adapun klasifikasi hasil capaian sebagai berikut: 

1) Kategori Sangat Tinggi ( ≥ 53, 71 ) 

2) Kategori Tinggi ( 49,74 – 53, 50 ) 

3) Kategori Rendah ( 45, 98 – 49,73 ) 

4) Kategori Sangat Rendah ( ≤ 45, 97 ) 
 

 
Berdasarkan kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi BNNP Sumatera 

Barat diperoleh Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahguna Narkoba 

64.19 ( Kategori Sangat Tinggi ). Artinya, Kemampuan Remaja Sumatera Barat 

untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk 

penyalahgunaan Narkoba sangat tinggi. 

 
Formula Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Ketahanan Diri Remaja 

Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 
 

No. Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Formula Hasil 
Perhitungan 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Jumlah 

kabupaten/kota 
dengan Indeks 
Ketahanan Diri Remaja 
Terhadap 

Penyalahgunaan 
Narkoba berkategori 
“Tinggi” di wilayah 

provinsi 

∑(b/a) x 100 = 5/3 x 100 

= 166 % 
∑ = Jumlah kabupaten/kota dengan 

Indeks Ketahanan Diri Remaja 
Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 
berkategori “Tinggi” di wilayah 
provinsi 

A = Jumlah target kabupaten/kota 
dengan Indeks Ketahanan Diri 
Remaja Terhadap Penyalahgunaan 

Narkoba berkategori “Tinggi” 
B = Jumlah realisasi kabupaten/kota 
dengan Indeks Ketahanan Diri 
Remaja Terhadap Penyalahgunaan 

Narkoba berkategori “Tinggi” 
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Dari penghitungan di atas, dapat dilihat BNNP Sumatera Barat bahwa Jumlah 

kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan 

Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi tercapai melebihi target di 4 (empat) 

kabupaten/kota. Hal ini dapat disimpulkan bahwa target capaian BNNP Sumatera 

Barat pada indikator tersebut adalah 100%. 

Perbandingan capaian kinerja BNNP Sumatera Barat dengan target 

Renproja 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Target Renproja 2025 Capaian 2025 Persentase 

3 Kab/Kota   4 Kab/Kota 133,33% 

 

Faktor pendukung keberhasilan : 

- Program Dialog Interaktif Remaja yang dilaksanakan berjalan dengan efektif, 

sehingga informasi mengenai jenis dan bahaya narkoba, serta cara menolak 

tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh siswa; 

- Dukungan aktif dari sekolah, terutama para guru dalam membantu siswa- siswi 

agar berkenan mengisi kuesioner. 

Hambatan : 

- Para Pelajar terkadang kurang memahami maksud dari pertanyaan yang tertera di 

dalam kuisioner. 

Solusi : 

- Dilakukan pendampingan saat pengisian kuisioner, sehingga responden mengerti 

dan dapat menjawab sesuai dengan kondisi yang mereka alami. 

 

Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan dalam upaya meningkatnya 

daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika adalah kerjasama dengan media tidak saja dalam hal 

penempatan konten, tetapi juga dalam pembuatan konten-konten yang kreatif yang 

dapat menarik selain itu adanya bimbingan lebih lanjut dalam pengisian kuisioner 

terhadap remaja. Selain itu memaksimalkan data sekunder dari kegiatan DIPA dan 

NON DIPA pada target tahun berikutnya. 

Yang telah dilakukan selama tahun 2025 dalam upaya meningkatkan Indeks 

Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diantaranya : 

1. Kegiatan penyebarluasan informasi dan edukasi P4GN lebih banyak berupa 

media Televisi, Media cetak, Media Radio, Media Luar Ruang, Branding, 

Talkshow, dan Podcast; 
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2. Pelaksanaan lomba kreatif tingkat sekolah menengah; 

3. Pencapaian target 100 orang remaja yang mengisi kuisioner Dektari diantisipasi 

melalui kegiatan penyuluhan NON DIPA. 

2. Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap 

pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika 

 

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
(%) 

1. Jumlah 
kabupaten/kota 

dengan indeks 
ketahanan keluarga 

terhadap 
penyalahgunaan 
Narkoba berkategori 

“Tinggi” di wilayah 
provinsi 

 

4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 100% 

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai 

Tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dari anggota 

keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. 

Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap 

Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah Jumlah 

kabupaten/kota yang keluarganya memiliki kemampuan untuk untuk terhindar dari 

ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan Indeks Ketahanan 

Keluarga 91,205 (kategori sangat tinggi). 

Dimensi ketahanan keluarga anti narkoba adalah system keyakinan, proses 

organisasi dan proses komunikasi yang merupakan upaya melibatkan peran 

keluarga dalam program ketahanan keluarga anti narkoba guna kelangsungan hidup 

sehat dari penyalahgunaan narkoba. 

Perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan cara survei ketahanan 

keluarga secara sampling pada 4 kabupaten/kota dengan menggunakan instrument 

SDQ (Strengths dan Difficulties Quessiionares), PAFAS (Parent and Family 

Adjusmnet Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure). 
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Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai kegiatan tersebut dengan 

melakukan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba terhadap 10 keluarga (20 

orang) pada setiap wilayah BNNP dan BNNKab/Kota serta melakukan pengisian 

kuisioner Dektara. 

Tabel 4 

Rekapitulasi Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap 
Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) 

di Lingkungan BNNP Sumatera Barat TA. 2025 

 

NO. SATUAN KERJA NILAI DEKTARA KATEGORI 

1 BNNP Sumatera Barat 91,205 Sangat Tinggi 

2 BNN Kota Payakumbuh 80,290 Tinggi 

3 BNN Kota Sawahlunto 97,589 Sangat Tinggi 

4 BNN Kabupaten Solok 89,152 Sangat Tinggi 

5 BNN Kabupaten Pasaman Barat 77,612 Tinggi 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga 

menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNKab/Kota dan BNNP memilih 

Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang 

telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Hasil angka 

perhitungan Dektara Tahun 2025 adalah 91,205 (Kategori Sangat Tinggi) dengan 

target angka antara 76,61-88,30 (“Tinggi”). Adapun klasifikasi capaian wilayah 

sebagai berikut: 

1). Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,0) 

2). Kategori tinggi (76,61 – 88,30 ) 

3). Kategori rendah (65,00 – 76, 60) 

4). Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) 

 
Perbandingan capaian kinerja BNNP  Sumatera Barat dengan target Renproja 

2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 

Target Renproja 2025 Capaian 2025 Persentase 

4 Kab/Kota   4 Kab/Kota 100 

 
Program ketahanan keluaraga diawali dengan Rapat Koordinasi dan melaksanakan 

Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba berbasis sumber daya desa (Desa 

bersinar) tahun 2025, sebagai berikut : 
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Tabel 5 

Program Desa Bersinar Tahun 2025 
 

Satker Desa Bersinar 

BNN Provinsi Sumatera Barat 

(1 Desa/Nagari) 

Kelurahan Gates Nan XX 

 

BNN Kabupaten Solok 

(1 Desa/Nagari) 

Nagari Koto laweh, Kecamatan Lembang Jaya 

 

BNN Kota Sawahlunto 

(1 Desa/Nagari) 

Desa Talago Gunung 

 

BNN Kabupaten Pasaman Barat 

(1 Desa/Nagari) 

Nagari Lingkuang Aua Timur 

 

BNN Kota Payakumbuh 

(1 Desa/Nagari) 

Kelurahan Ompang Tanah Sirah 

 

 

Dari target yang ditetapkan BNN Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 

Indeks Ketahanan Keluarga berkategori Sangat Tinggi . 

Adapun faktor keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan diantaranya: 

1. Dukungan stakeholder kelurahan dalam melaksanakan kegiatan intervensi 

ketahanan keluarga. 

2. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam fasilitasi kegiatan intervensi ketahanan 

keluarga. 

3. Tingginya antusias Keluarga untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba di 

Lingkungannya 

4. Sistem keyakinan yang merupakan nilai, pendirian sikap yang menjadi pedoman 

dalam fungsi keluarga sudah berjalan dengan baik. 

5. Proses organisasi struktur keluarga untuk mendukung unit keluarga dan anggota 

dalam menghadapi ancaman narkoba sudah berjalan dengan baik. Keluarga 

mampu mendukung satu sama lain dalam berbagai hal. 
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Sedangkan faktor kegagalan dari pelaksanaan kegiatan ini diantaranya: 

1. Adanya penetapan standar yang berpatokan pada nilai tahun sebelumnya 

sedangkan kualitas keluarga yang mengisi kuisioner berbeda secara tingkat 

pendidikan dan psiko sosialnya dengan tahun sebelumnya. 

2. Indikator yang bisa dijadikan acuan dalam pencapaian target kinerja tidak 

dijelaskan secara terperinci pada awal penginputan sehingga hasil pengisian tidak 

transparan dan tidak real time. 

 
Upaya yang dilakukan dalam mencapai indeks ketahanan keluarga terhadap 

penyalahguna narkoba (DEKTARA) adalah : 

1. Menciptakan fasilitas dan media pendukung kegiatan intervensi ketahanan 

keluarga yang baik. 

2. berkoordinasi dengan Lurah, Camat dan Nagari setempat. 

3. Melakukan pemantauan berkala terhadap kebijakan pemerintah dalam 

mendukung program ketahanan keluarga. 

 

Inovasi yang telah dilakukan selama tahun 2025 dalam upaya meningkatkan Indeks 

Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diantaranya: 

1. Melakukan Informasi Edukasi keliling melalui mobil sosialisasi; 

2. Penyebarluasan informasi edukasi pada Car free Day; 

3. Kegiatan deklarasi anti narkoba masyarakat wilayah pesisir pantai; 

4. Materi dalam kegiatan tersebut tersedia dalam bentuk hardcopy yang dibagikan 

kepada peserta saat pertemuan terakhir dan bisa diakses oleh peserta melalui 

link https://bit.ly/4pS5ICQ yang disediakan. 

https://bit.ly/4pS5ICQ
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3. Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat 

dalam penanganan P4GN 

 
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
(%) 

1. Jumlah kabupaten/kota 
dengan indeks 
kemandirian partisipasi 
berkategori “mandiri” 
diwilayah provinsi 

4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 100% 

 

Program pemberdayaan anti narkoba pada 2025 melalui indikator kinerja 

“Indeks Kemandirian Partisipasi” (IKP) sedangkan untuk BNNKab/Kota berfokus pada 

pembentukan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk membangun kemitraan dan sinergitas dengan target menjadikan 

lembaga/institusi/lingkungan masyarakat aktif, mandiri, sukarela dan berkelanjutan 

mensosialisasikan progam P4GN serta terbentuknya penggiat anti narkoba. 

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan 

kemandirian Masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing 

dalam Upaya P4GN yang terdiri dari : lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), 

lingkungan Pendidikan dan lingkungan Masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, 

orsosmas, LSM, Paguyuban , dll) dan Masyarakat rawan dan rentan narkoba. 

Adapun instrument untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan 

yang terdiri dari variable sebagai berikut: 

a. SDM, adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figure 

yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar 

lingkungannya; 

b. Metode, adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (pelatihan , konseling, dan 

Pelaksanaan Tes Urine) atau Kegiatan lain yang membawa pesan P4GN. 

c. Anggaran, adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan 

P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing-masing. 
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d. Material, adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan 

inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar 

lingkungannnya. 

e. Sistem (kebijakan), adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan 

untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di 

lingkungannya. 

f. Aktivitas, adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah 

pembentukan Penggiat Anti Narkoba. 

 

Kegiatan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam 

penanganan P4GN berupa rapat kerja, pengembangan kapasitas dan pembinaan 

masyarakat berupa workshop dan bimbingan teknis anti narkoba. Dalam mencapai 

target dilakukan dengan pengisian kueisioner IKP dari perhitungan nilai IKP 

terhadap lingkungan pemerintah, masyarakat dan pendidikan di Kab / Kota yang 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan P4GN yang berupa adanya rapat kerja, 

pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat, workshop, bimbingan teknis 

anti narkoba. Hasil perhitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagi ke masing- 

masing kabupaten/kota didapat hasil sebagai berikut: 

 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri 

 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri 

 2,51 – 3,25 : Mandiri 

 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri 

 
Perhitungan dilakukan dengan rumus : 

IKP = Hasil penghitungan kuisioner 

25 
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Tabel 6 

Rekapitulasi Indeks Kemandirian Partisipasi di Lingkungan BNNP Sumatera Barat 
TA. 2025 

 

NO LINGKUNGAN SATKER 

  
BNNP 

SUMBAR 
BNNK 

PAYAKUMBUH 
BNNK 

SAWALUNTO 

BNNK 

SOLOK 

BNNK 

PASAMAN 

BARAT 

1 PEMERINTAH 
0 0 0 0 3,84 

Sangat 
Mandiri 

2 SWASTA 
0 0 3,91 

Sangat 
Mandiri 

0 0 

 
3 

MASYARAKAT 
3,43 

Sangat 
Mandiri 

0 

 

0 0 0 

4 PENDIDIKAN 
3,32 

Sangat 

Mandiri 

3,96 

Sangat 

Mandiri 

4,00 

Sangat 

Mandiri 

3,80 

Sangat 

Mandiri 

3,87 

Sangat 

Mandiri 

TOTAL 
3,38 

Sangat 

Mandiri 

3,96 
Sangat 

Mandiri 

4,00 
Sangat 

Mandiri 

3,80 
Sangat 

Mandiri 

3,85 
Sangat 

Mandiri 

 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Indeks Kemandirian Partisipasi 

berkategori “ Mandiri “ tercapai oleh 4 kabupaten /kota. 

 

Perbandingan capaian kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat dengan target 

Renproja 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 

Target Renproja 2025 Capaian 2025 Persentase 

4 Kab/Kota   4 Kab/Kota 100 

 
 

Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah: terbentuknya 

penggiat anti narkoba yang berkerja secara sukarela. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan institusi/lembaga yang 

turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan anti narkoba, diantaranya: 

1. Memaksimalkan peran serta para penggiat anti narkoba guna mendukung 

program P4GN; 

2. Meningkatkan pengetahuan penggiat anti narkoba secara berkala dan 

berkesinambungan; 

3. Memantau dan melakukan pendekatan agar stakeholder terkait melaksanakan 

program P4GN di lingkungan masing – masing. 
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4. Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah 

rawan narkoba secara berkelanjutan 

 
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
(%) 

1. Jumlah Kawasan 
rawan narkoba di 
Provinsi yang 
mengalami 
peningkatan derajat 
keterpulihan 
 

1 kawasan 2 kawasan 2 kawasan 100% 

2. Nilai keterpulihan 

Kawasan rawan yang 
diintervensi 

2,45 

indeks 

1,65 

indeks 

2,25 
indeks 

136,36% 

Status keterpulihan suatu Kawasan ditentukan berdasarkan indeks 

keterpulihan suatu Kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program 

pemberdayaan Masyarakat. Upaya untuk memulihkan kawasan/ wilayah rawan 

Narkoba dapat memaksimalkan potensi pada kawasan tersebut dengan arah yang 

positif melalui rapat kerja, audiensi, bimbingan teknis stakeholder dan 

pendampingan dalam rencana aksi, pelatihan lifeskill, dan pembinaan masyarakat 

anti narkoba. 

Dalam melakukan pemberdayaan alternatif pada kawasan/wilayah rawan 

terlebih dahulu dilakukan pemetaan, agar kegiatan pembinaan yang akan diberikan 

tepat sasaran khususnya di Kawasan Kelurahan Gates Nan XX, Kec. Lubuk Begalung 

Kota Padang. Selanjutnya dilakukan pengisian kuisioner IKKR , kuisioner SKM, dan 

kuisioner program dan kegiatan kewirausahaan. 

Pada tahun 2024 BNNP Sumatera Barat berhasil mencapai target keterpulihan 

yaitu BAHAYA menjadi SIAGA namun untuk capaian indeks kawasan rawan dengan 

target indeks kawasan rawan yaitu 3,55 masih belum terpenuhi dari capaian BNNP 

Sumatera Barat yang hanya mencapai 2,45. Pada tahun 2025 BNNP Sumatera Barat 

juga berhasil mencapai target keterpulihan yaitu BAHAYA menjadi SIAGA dengan  

capaian indeks kawasan rawan yaitu 2,25 dengan target indeks kawasan rawan yaitu 

1,65. 
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Perbandingan capaian kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat dengan target Renproja 

2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 

No Target Renproja 
2025 

Capaian 2025 Persentase 

1. 2 Kawasan   2 Kawasan  100 

2. 1,65  
indeks 

2,25 
indeks 

136,36 

 

Berdasarkan  data diatas capaian Jumlah Kawasan rawan narkoba di Provinsi 

Sumatera Barat yang mengalami peningkatan derajat keterpulihan adalah 2 kawasan 

sesuai dengan target renproja tahun 2025 yaitu sebanyak 2 kawasan.  

Capaian Nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi adalah 2,25 indeks  

diatas  target renproja 2025. 

Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah : 

1. Adanya hubungan kerjasama yang baik antara pihak pemangku kepentingan 

dengan masyarakat diantaranya : Camat, Lurah, Dinas Koperasi dan UMKM. 

2. Peran tokoh masyarakat dan agama. 

3. Penguatan komunikasi keluarga. 

4. Pendidikan dan penguatan karakter. 

5. Dalam kegiatannya BNNP Sumbar menghadirkan instruktur yang profesional dalam 

bidangnya di kegiatan pemberdayaan alternatif. 

6. Peserta sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan alternatif. 

7. Kombinasi intervensi hukum yang ketat, pendekatan sosial dan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat   
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Tabel 7 

Kawasan/Wilayah Rawan Narkoba yang diintervensi 

Program Pemberdayaan Alternatif TA. 2025 

 

No Nama 
Kawasan/Wilaya

h 

Jumlah 

yang dibina 

Jenis Life 

Skill 

Bentuk 

Keterlibatan 

 

1 

Masyarakat Kawasan 

Kelurahan Gates Nan XX, 

Kec. Lubuk Begalung Kota 

Padang, Prov. 

Sumbar 

20 

orang 

Pelatihan Kuliner jenis 

Frozen berupa : Nugget 

ikan, bakso ikan, sempol 

ikan dan Mpek-mpek 

Instruktur / 

Pelatih /  

 

2 Masyarakat Nagari Koto 

Gadang Koto Anau 

Kecamatan Lembang Jaya 

Kabupaten Solok 

30 orang 
Membuat Batik 

Dan Aneka Kripik Talas 

(Pedas, Jagung, Coklat, 

Daun Jeruk dan Seledri) 

Instruktur / 

Pelatih /  

 

 

Pemberdayaan yang dilakukan berupa pelatihan life skill Pelatihan Pelatihan 

Kuliner jenis Frozen berupa : Nugget ikan, bakso ikan, sempol ikan dan Mpek-mpek. 

Kegiatan diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta yang terdiri dari masyarakat rentan 

terpengaruh narkoba Kelurahan Gates Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. 

Pelatihan life skill ini merupakan kegiatan pemberdayaan alternatif guna 

mewujudkan masyarakat yang bersih dari narkoba, mandiri dan produktif. 

Faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan diantaranya: Terciptanya Kawasan 

bebas narkoba yang bersinergi dengan pencanangan Desa Bersinar dan pelaksanaan 

kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) serta tingginya komitmen masing- 

masing stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan alternatif. 

Sedangkan untuk nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi 1 

kawasan berkategori 2,25 (Siaga) dihitung dengan cara pengolahan pada Aplikasi 

IKRN pada BNN dengan mengisi link Survey Kawasan Rawan Narkoba  

Yang terdiri dari Masyarakat https://ikrn.intioptima.com/p/1371-IKRN-1 Kepala 

Desa https://ikrn.intioptima.com/p/1371-IKRN-2 Penegak Hukum 

https://ikrn.intioptima.com/p/1371-IKRN-3 Dengan rincian sebagai berikut : 

Kelurahan Gates Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang berkategori 

BAHAYA beralih status keterpulihannya menjadi SIAGA dengan IKRN 2,25. 

Untuk kawasan yang kedua nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi 

1 kawasan berkategori 1,90 (Waspada) Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan 

Lembang Jaya Kabupaten Solok berkategori BAHAYA beralih status keterpulihannya 

menjadi WASPADA dengan IKRN 1,90. 

 

https://ikrn.intioptima.com/p/1371-IKRN-1
https://ikrn.intioptima.com/p/1371-IKRN-2
https://ikrn.intioptima.com/p/1371-IKRN-3
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5. Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau 

pecandu narkotika 

 
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
(%) 

1. Persentase penyalahguna 

dan/atau pecandu 
narkotika yang 

mengalami peningkatan 
kualitas hidup 

83,56 % 71,4 % 72,92 102,12 

 

Program pasca rehabilitasi merupakan suatu program kelanjutan sebagai bentuk 

upaya pendampingan BNN terhadap klien, yakni mantan penyalahguna narkotika. 

Program pasca rehabilitasi ini diperlukan karena adiksi atau ketergantungan ini 

merupakan salah satu penyakit kronis yang mudah mengalami kekambuhan. Adapun 

penyebab kekambuhan diantaranya ialah ketidakmampuan klien dalam menghadapi 

trigger, tidak produktif atau tidak memiliki pekerjaan, hingga tidak mendapatkan 

dukungan sosial atau lingkungan sekitarnya. 

Kegiatan pengukuran kualitas hidup (layanan pasca rehabilitasi) telah dilakukan 

terhadap terhadap 60 (enam puluh) orang klien yang telah menyelesaikan program 

rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP dan BNNKab/Kota. Kegiatan yang 

dilakukan berupa pemantauan ke tempat klien yang sudah disepakati sebelumnya 

(home visite) untuk memberikan dukungan awal pemulihan kepada klien. Penilaian 

terdiri dari 4 domain yaitu: Domain kesehatan fisik, Domain psikologi, Domain sosial, 

Domain lingkungan, dan dilanjutkan dengan tes urin serta pengisian form WHOQoL 

oleh klien. Nilai ini didapat dari perhitungan WHOQoL pada awal kegiatan dan 

WHOQoL yang diambil di akhir kegiatan. Cara melakukan perhitungan persentase 

capaian adalah dengan melakukan perhitungan jumlah klien yang meningkat kualitas 

hidupnya, dilihat dari WHOQoL akhir, dibagi dengan total target pasca dikali dengan 

100, maka akan didapat nilai persentase klien yang akan meningkat taraf hidupnya. 

Dalam hal ini nilai yang didapat oleh masing- masing klien mengalami 

peningkatan, sehingga hal ini bisa diartikan bahwa masing- masing klien mengalami 

peningkatan kualitas hidup. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

mempertahankan kepulihan klien dan memperbaiki kualitas hidup dari klien 

tersebut. 
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Indikator ini masuk dalam Perjanjian Kinerja di tahun 2025, dibandingkan 

dengan tahun 2024 dengan realisasi 83,56 % pada tahun 2025 dengan realisasi 

72,92%.  

Perbandingan capaian kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat dengan target 

Renproja 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Target Renproja 2025 Capaian 2025 Persentase 

71,4 % 72,92 % 102,12 

 
 

Faktor pendukung keberhasilan: 

Faktor pendukung dalam mencapai nilai Peningkatan Kualitas Hidup Klien yang 

tinggi adalah sebagai berikut : 

1. Kompetensi Pelaksana layanan pasca rehabilitasi sudah mendapatkan 

pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi. 

2. Perilaku Pelaksana profesional dan ramah. 

3. Dukungan keluarga dalam memotivasi klien mempertahankan pemulihan. 

4. Tidak adanya Biaya (gratis) dalam layanan pasca rehabilitasi. 

5. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan direspon dengan cepat dan 

tanggap 

Faktor penghambat yang dialami antara lain: 

1. Sumber klien dari compulsary pada umumnya berada pada tahap prekontemplasi 

(denial)  sehingga mempengaruhi motivasi klien dalam menjalani proses rehabilitasi. 

2. Stigma dari keluarga dan masyarakat mempengaruhi motivasi klien untuk pulih 

3. Kesulitan menyesuaikan dengan jadwal klien yang cenderung telah memiliki kesibukan 

pekerjaan selama layanan pasca rehabilitasi.  

4. Lingkungan tempat tinggal klien yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika dan 

relasi sosial sesama pengguna narkotika. 
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Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi 

 

 

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

No. Indikator Kinerja Realisasi 

2024 

Target 

2025 

Realisasi 

2025 

Capaian 

(%) 

1. Jumlah petugas 
penyelenggara layanan 
IBM yang terlatih   

10 orang 5 orang 6 orang 120% 

 

 

Definisi operasional dari jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang 

terlatih adalah anggota Masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan 

teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM yang disebut 

sebagai Agen pemulihan. Agen Pemulihan sebagaimana dimaksud adalah anggota 

Masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan yagn dipilih oleh Kepala Desa/Lurah 

untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan pembekalan 

sebagai mitra kerja BNN. AP yang ditunjuk biasanya merupakan orang-orang yang 

aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan desa/kelurahan, sehingga 

telah memperoleh kepercayaan dari Masyarakat. Layanan IBM diberikan oleh AP 

kepada klien tidak terlepas dari pembinaan dan pendampingan petugas BNNP dan 

BNNKab/Kota secara komprehensif serta keterlibatan keluarga dan/atau orang 

terdekat dalam Upaya pemulihan dan pemantauan terhadap klien. 

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana 

layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum 

penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi komptensi teknis layanan 

IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. 

6. Sasaran : 
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Perbandingan capaian kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat dengan target 

Renproja 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Target Renproja 2025 Capaian 2025 Persentase 

5 Orang 5 Orang 100 

 
 

Pada indikator kinerja jumlah petugas penyelenggaran IBM merupakan jumlah 

petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang mendapatkan pelatihan dan 

bimbingan teknis oleh BNNP dan BNNKab/Kota dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 8 

Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih BNNP dan BNN Kab/Kota 
TA. 2025 

 
No Satker Nama Agen Pemulihan Lokasi 

1 BNNP Sumatera 

Barat 

Dasri Gazali Kelurahan Indarung Kecamatan 

Lubuk Kilangan Kota Padang 
 Darmaizen 

 Refwildon 

     Syafrizal 

 Nurlela, Amd. Keb 

 Mayriza, Amd. Kep 
 

2 BNN Kota 

Payakumbuh 
Africon Kelurahan Koto Panjang Dalam 

Kota Payakumbuh 
 Tamara Em Dina 

       Noni Toriza 

            Fauzan Azima 

       Depirosma 

3 BNN Kota    Oktaviandry Desa Santur Kecamatan Barangin 

Kota Sawahlunto  Sawahlunto              Rufialdi 

 Riri Fitri Andriani 

 Trin Arnita 

 Sri Hartati 

 Fadly Aldia Riefky, S.IP  

4 BNN Kabupaten  Ilham Nagari Kinari Kecamatan Bukit     
Sundi Kabupaten Solok  Solok               Syaiful 

 Restuti 

 Siti Juleha 

                            Amrizal 

                            Jonpendi 

5 BNN Kabupaten  Maisar 

Pasaman Barat 
Nagari Lingkuang Aua Jambak  

Kecamatan Pasaman Kabupaten 
Pasaman Barat 

 

                           Melia 

                           Juppi 

  Penzambri 

        Rio Tri Agustin 

                Jonpendi 
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Selama tahun 2025 tercatat sebanyak 23 (Dua puluh tiga) orang klien yang 

di fasilitasi oleh Agen Pemulihan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. 

Faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator jumlah petugas penyelenggara 

layanan IBM yang terlatih yaitu : 

1. Adanya dukungan dari pihak kelurahan dalam membantu proses pembentukan 

tim agen pemulihan sehingga bisa terlaksana dengan baik dan lancar. 

2. Background (Profesi) dari masing-masing AP dan komitmen dari masyarakat 

atau pemerintah setempat dalam mendukung aktivitas IBM. 

 

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi di masyarakat menjadi 

tantangan tersendiri bagi agen pemulihan dalam melaksanakan tugas mereka di 

lapangan. 

 

Adapun yang menjadi kendala pada pelaksanaan kegiatan diantaranya: 

1. Menyesuaikan jadwal Agen Pemulihan (AP) dengan layanan yang diberikan 

kepada klien secara umum yang masih berstatus pelajar/ sekolah 

2. Dukungan pemerintah daerah belum maksimal terutama dalam segi anggaran 

untuk keberlangsungan program IBM di tahun berikutnya. 

 
Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi kendala diantaranya: 

1. Tetap memotivasi agen pemulihan agar pelaksanaan kegiatan IBM dapat 

berjalan sesuai dengan harapan; 

2. berkoordinasi dengan aparatur Pemerintah setempat dalam mendukung 

kegiatan IBM. 
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7. Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan 

fasilitas layanan rehabilitasi narkotika 

 
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
(%) 

1. Jumlah Lembaga 
rehabilitasi yang 
memenuhi Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) 
yang operasional di 
wilayah provinsi 

2 Lembaga 1 lembaga 1 lembaga 100 

 

Definisi operasional dari jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar 

pelayanan minimal (SPM) di wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah Lembaga 

rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar 

layanan. 

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah Lembaga rehabilitasi 

narkotika yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan 

dalam satu tahun anggaran. 

Petugas rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat akan melakukan pembinaan 

teknis terhadap penyelenggaraan layanan di Lembaga milik BNN dan mitra BNN agar 

memenuhi SPM berupa supervisi program, supervisi klinis, dan asistensi. 

Sedangkan komponen SPM meliputi sebagai berikut : 

a. Komponen identitas dan data demografi (berupa data umum Lembaga 

rehabilitasi yang mencakup dasar hukum pendirian Lembaga rehabilitasi, jenis 

layanan yang diberikan, hinga metode layanan yang digunakan dalam proses 

rehabilitasi penyalahguna narkoba); 

b. Komponen penilaian umum (berupa kelembagaan, pelayanan , monitoring dan 

evaluasi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM); 

c. Komponen penilaian khusus (berupa jenis layanan, rehabilitasi medis atau 

rehabilitasi sosial). 
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Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan petugas rehabilitasi BNN 

Provinsi Sumatera Barat , Lembaga yang memenuhi standar pelayanan minimal di 

wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah Klinik Pratama BNNK Pasaman Barat 

 

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi 

Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi adalah unit atau kelompok 

Masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian 

dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalahguna, korban 

penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya meliputi : sosialisasi, 

pemetaan dan penjangkauan. 

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara 

layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah berbentuk dan mampu 

menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan 

hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/ atau 

pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran serta dengan 

melaksanakan kegiatan sosialisasi, pemetaan, dan penjangkauan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan petugas pendapmping IBM di BNNP dan BNNKab/Kota serta 

bukti dukung pelaksanaan tata Kelola, kegiatan dan layanan IBM, diperoleh capaian 

fase perkembangan unit IBM sebagai berikut: 
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Tabel 9 

Capaian Fase Perkembangan Unit IBM di BNNP Sumatera Barat dan jajaran TA. 2025 

 

No. BNNP/K/Kota Desa/Kelurahan Kecamatan Kota/Kab 

1 3 4 5 6 

Prima (3 Unit) 

1 BNNP Sumatera Barat Indarung  Lubuk Kilangan Padang 

2 BNNK Payakumbuh Kelurahan Koto Panjang 

Dalam 

Lampasi Tigo 

Nagari 

Payakumbuh 

3 BNNK Pasaman Barat Nagari Lingkuang Aua 

Jambak 

Pasaman Kab. Pasaman Barat 

Tangguh (1 Unit) 

1 BNN Kab. Solok Nagari Kinari Bukit Sundi Kab. Solok 

Berkembang (1 Unit) 

1 BNN Kota Sawahlunto Desa Santur Barangin Kota Sawahlunto 
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Berikut rincian capaian klien layanan intervensi bagi penyalah guna narkotika 

di unit IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP 

dan BNNKab/Kota sebagai berikut : 

 
Tabel 10 

Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) 

di Provinsi Sumatera Barat TA. 2025  
 

 
No 

 
Satker 

 
Lokasi IBM 

Target 
Klien 

(Orang) 

Realisasi 
Klien 

(Orang) 

1 BNN Provinsi 
Sumatera Barat 

Kelurahan Indarung  

Kecamatan Lubuk Kilangan 

5 6 

     

2 BNN Kota 
Payakumbuh 

Kelurahan Koto Panjang Dalam 5 5 

     

3 BNN Kota 

Sawahlunto 

Desa Santur  

Kecamatan Barangin 

5 4 

     

4 BNN Kabupaten 

Solok 

Nagari Kinari Kecamatan Bukit 

Sundi 
3 3 

     

5 BNN Kabupaten 

Pasaman Barat 

Nagari Lingkuang Aua Jambak 

Kecamatan Pasaman 

5 5 

     

TOTAL 
 

23 23 

 

Dalam upaya pelaksanaan layanan intervensi masyarakat BNNP Sumatera 

Barat dan jajarannya memiliki target 5  unit / lokasi dan jumlah klien sebanyak 

23 (Dua puluh tiga) klien. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di 

bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, 

untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan 

memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan 

lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan 

ambang batas rendah (low threshold), yang berarti layanan tersebut mudah diakses 

dan tidak membutuhkan persyarakat untuk terlibat didalamnya. 
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Adapun faktor pendukung dan penghambat imlementasi pelaksanaan layanan 

IBM sebagai berikut: 

 
 

Langkah - langkah antisipatif yang akan dilakukan adalah : Memotivasi agen 

pemulihan untuk tetap mendampingi klien, serta berkoordinasi dengan aparatur 

pemerintah setempat dalam mendukung kegiatan IBM. 
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8. Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi 

narkotika 

 
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
(%) 

1. Indeks kepuasan 
penerimaan layanan 
rehabilitasi pada 

fasilitas rehabilitasi 
BNN 

3,48 
Indeks 

3,46  
Indeks 

3,55 
 Indeks 

102% 

 
Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika adalah data dan informasi 

tentang Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi yang diperoleh 

dari hasil pengukuran dengan metode pencacahan. Pengukuran Indeks kepuasan 

layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan 

masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner 

kepuasan layanan yang mengacu pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. 

Pelaksanaan kajian penerima layanan rehabilitasi ini dilaksanakan secara 

berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau 

minimal 1 (tahun) sekali. Proses pengumpulan data dilaksanakan serentak di 

seluruh klinik pratama BNNP dan BNNK se Indonesia, dan di akomodir oleh 

Direktorat Pascarehab BNN bersama konsultan penelitian. Setelah data terkumpul, 

pihak Dir. Pasca dan Konsultan melaksanakan cleaning data sebelum dilanjutkan ke 

tahap analis data. 

Pada tahun 2025 BNN Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rehabilitasi 

narkotika rawat jalan kepada 115 (seratus lima belas) klien dewasa dan 16 (enam 

belas) klien anak pecandu di Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat. Secara 

keseluruhan nilai dari Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan 

rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat bernilai Sangat Baik (A) 

dengan nilai 3,55 (untuk skala 4). 
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Tabel 11 

Hasil Survey Kajian Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi 
di BNNP Sumatera Barat dan jajarannya TA. 2025 

 

No Satker IKM Ketegori 

1 BNNP Sumbar 3,55 Sangat Baik 

2 BNN Kota Payakumbuh 3,54 Sangat Baik 

3 BNN Kota Sawahlunto 3,73 Sangat Baik 

4 BNN Kabupaten Solok 3,67 Sangat Baik 

5 BNN Kabupaten Pasaman Barat 3,60 Sangat Baik 

TOTAL SUMATERA BARAT 3,58 Baik 

 
 

Perbandingan capaian kinerja BNN BNNP Sumatera Baratdengan target 

Renproja 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Target Renproja 
2025 

Capaian 2025 Persentase 

3,46 indeks 3,55 indeks 102,60 

 

Evaluasi indikator kinerja dilihat dari penilaian berdasarkan pengisian survei 

kepuasan layanan terhadap klien Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat 

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target Indeks Kepuasan Layanan Klinik 

Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat adalah : pelaksanaan rehabilitasi tidak 

dipungut biaya, pelaksanaan layanan rehabilitasi dilaksanakan sesuai prosedur dan 

persyaratan Pelayanan layanan rehabilitasi rawat jalan sangat mudah. 

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya : 

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia; 

2. Latar Belakang pendidikan klien berpengaruh terhadap pemahaman klien 

mengenai pertanyaan di link survey yang diberikan. 
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9. Sasaran : Meningkatnya Pemetaan Jaringan Sindikat 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika 

 

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
(%) 

1. Jumlah jaringan 
peredaran gelap 

narkotika dan 
prekursor narkotika 

yang berhasil dipetakan 
 

- 1 

Jaringan 

1 

Jaringan 

100 % 

Indikator kinerja : Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika yang berhasil dipetakan.  

1. Definisi Operasional  

Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang 

berhasil dipetakan adalah jumlah kelompok terorganisir yang teridentifikasi 

memiliki struktur organisasi, profil dan peran para pelaku, pola komunikasi, 

jalur distribusi, serta keterkaitan antar pelaku dalam aktivitas peredaran gelap 

narkotika dan/atau prekursor narkotika, yang telah dianalisis secara 

komprehensif melalui pendekatan intelijen manusia (human intelligence) dan 

pemanfaatan teknologi informasi. 

2. Metode Pengukuran  

Pengukuran dilakukan dengan mengakumulasikan jumlah jaringan peredaran 

gelap narkotika dan prekursor narkotika yang telah melalui tahapan 

pengumpulan dan pendalaman informasi intelijen, analisis keterkaitan antar 

pelaku (link analysis), identifikasi struktur dan peran dalam organisasi 

jaringan, pemetaan jalur distribusi serta alur pasokan, dan selanjutnya 

dituangkan serta tervalidasi dalam bentuk laporan pemetaan jaringan.  

3. Hasil pengukuran  

A. Pada periode bulan Agustus s.d September 2025 telah melakukan 

penyelidikan terhadap salah satu jaringan narkotika di Provinsi Sumatera 

Barat yang salah satu nya Jaringan Madina yang di kendalikan oleh sdr. 

Nanda Saputra Pgl Nanda seorang warga binaan Lapas Klas IIB Lubuk 

Sikaping. 
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B. Saudara Febri Wandi seorang Kurir merupakan warga Balai Gurah 

Kabupaten Agam yang dikendalikan oleh sdr Ratna Juwita Alias Ratna. 

C. Ratna Juwita Alias Ratna merupakan anak buah Nanda dalam mengatur 

keuangan, kurir dan komunikasi antar individu peredaran gelap narkotika 

jenis ganja. 

D. Saudara Nanda Saputra Pgl Nanda seorang Bandar merupakan warga 

binaan lapas IIB Lubuk Sikaping bekerjasama dengan Ratna Juwita 

dengan memerintahkan Ratna Juwita komunikasi dengan 

Ladang/Kebun/Pengepul Ganja di Mandailing Natal serta komunikasi 

dengan Gudang serta kurir. 

E. Jaringan ini melakukan pengiriman barang dari Panyabungan Mandailing 

Natal ke Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. 

F. Adapun Informasi yang Tim dapatkan bahwa adanya peredaran gelap 

Narkotika yang akan diedarkan di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan 

adapun beberapa profile anggota jaringan Narkotika yang telah berhasil 

diketahui dan menjadi fokus di dalam penyelidikan intelijen. Dari hasil 

introgasi didapat nomor sdr Febri Wandi Alias Wandi, sdr Ratna Juwita 

Alias Ratna, sdr Nanda Dwi Yandra Saputra Als Nanda, yang diduga 

berkaitan dengan transaksi Narkotika.  

G. Dari hasil penyelidikan IT diketahui adanya Jaringan MADINA yang 

berhubungan dengan seseorang bernama Pgl Mikel di daerah Lima Kaum 

Batusangkar Kabupaten Tanah Datar sebagai Gudang narkotika jenis 

ganja. 

Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sumatera Barat menerima laporan-

laporan dari masyarakat mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika yang dituangkan dalam bentuk laporan informasi. Bidang 

Pemberantasan akan melakukan penyelidikan terhadap laporan informasi untuk 

memperoleh kebenaran dari laporan tersebut. Adapun cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi melalu rangkaian proses penyelidikan yaitu observasi, 

interview/wawancara, surveillance, dan undercover. Informasi yang dikumpulkan 

melalui proses penyelidikan apabila mengarah ke peredaran gelap dan 

penyalahgunaan Narkotika maka Bidang Pemberantasan akan melakukan 

penindakan terhadap Target Operasi untuk memutus Jaringan peredaran gelap 

Narkotika. Adapun laporan pemetaan jaringan dapat dilihat pada link : 
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https://bit.ly/4rtEILx 

 

Perbandingan capaian kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat dengan target 

Renproja 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Target Renproja 
2025 

Capaian 2025 Persentase 

1 jaringan 1 jaringan 100 

 

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target pemetaan jaringan BNN 

Provinsi Sumatera Barat : Kombinasi antara teknologi, intelijen, kolaborasi antar 

lembaga dan analisis mendalam terhadap karakteristik jaringan. 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan ini meliputi : 

1. Pengumpulan Laporan Informasi  

Pengumpulan laporan informasi ini melalui : 

- Berbagai sumber seperti laporan masyarakat 

- Pengaduan masyarakat (call center) 

- Hasil penyelidikan lapangan 

- Dan pengembangan analisis 

2. Penyelidikan Human Inteligen  

Dalam rangka memastikan informasi secara aktual di masyarakat perlu dilakukan 

penyelidikan dengan menggunakan beberapa teknik seperti : 

- Surveilance  

- Observasi 

- Undercover 

- Elisitasi dan wawancara   

3. Analisis Struktur Jaringan Intelijen 

Pemetaan yang berhasil mampu mengidentifikasi struktur jaringan, mulai dari 

bandar, pengedar, hingga kurir serta memahami hubungan sosial dan 

kekerabatan di dalamnya. 

4. Pemanfaatan Sistem Teknologi Intelijen 

Dalam rangka memastikan mendapatkan informasi yang lebih detail dan akurat 

terkait kegiatan dan alur komunikasi jaringan peredaran gelap narkotika 

khususnya di Sumatera Barat seperti : 

- Penyadapan 

https://bit.ly/4rtEILx
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- Database intelijen 

- Alsus intelijen 

5. Kolaborasi antar lembaga 

Kerjasama untuk memperkuat kolaborasi dan sharing informasi 

6. Pengungkapan kasus 

Hasil penyelidikan intelijen yang sudah siap tindak diharapkan dapat di ungkap, 

hasil pengungkapan beberapa kasus tersebut dapat menjadi bahan pemetaan 

jaringan yang lebih komprehensif. 

7. Penyajian 

Semua data yang sudah dikumpulkan akan diolah dan disajikan dalam bentuk 

infografis yang mudah dipahami sehingga terlihat bentuk pemetaan jaringan 

peredaran gelap narkoba di Provinsi Sumatera Barat. 

 

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya : 

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia; 

Kurangnya personel dengan keahlian khusus dalam analisis jaringan (analisis intelijen 

narkoba) dan penyidikan teknologi; 

2. Kondisi Geografis wilayah; 

Banyaknya jalur yang bisa di lalui oleh sindikat jaringan, sehingga memudahkan 

jaringan dalam bertindak; 

3. Perkembangan teknologi (cybercrime & kripto); 

Bandar narkoba saat ini memanfaatkan teknologi digital (cyber-based) dan aplikasi 

pesan terenkripsi yang sulit ditembus. Selain itu transaksi sering dilakukan 

menggunakan crytocurrency yang menyamarkan jejak keuangan (pemetaan aliran 

uang/follow the money). Dan banyaknya media sosial dan aplikasi pesan yang 

digunakan oleh para pelaku. 

4. Keterbatasan sarana dan prasarana serta teknologi; 

Aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam penguasaan teknologi komunikasi 

jarak jauh dan alat khusus (cyber surveillance) yang memadai dan merata. Jaringan 

internet yang tidak memadai di beberapa wilayah juga menghambat proses pemetaan 

data. 

5. Kurangnya peran serta masyarakat; 

Rasa takut, acuh tak acuh atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat sering 

membuat minimnya informasi yang masuk. Keterlibatan masyarakat sangat krusial 

dalam pemetaan. 
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6. Adaptasi modus operandi pengedar; 

Sindikat narkoba terus beradaptasi dengan situasi. 

7. Keterlibatan oknum; 

Tantangan berat lainnya adalah adanya oknum aparat yang membantu 

menyembunyikan atau meloloskan jaringan narkoba sehingga pemetaan menjadi 

bias. 

 

10. Sasaran : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana 

Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang 

Lainnya 

 
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
(%) 

1. Jumlah berkas perkara 
tindak pidana narkotika  

dan prekusor narkotika 
yang P-21 

12 

Berkas 

15 

berkas 
perkara 

20 

berkas 
perkara 

133,33 

 

Indikator kinerja : Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21. 

1. Definisi Operasional  

Jumlah berkas tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara 

penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah 

interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan 

penuntutan.  

2. Metode Pengukuran  

Metode pengukuran dengan mengakumulasikan jumlah capaian penyelesaian 

berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang telah selesai 

penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan 

dinyatakan dengan surat penetapan P-21 untuk dilakukan penuntutan dari unit 

pusat dan vertikal.  

3. Hasil pengukuran  

Dari target 15 berkas perkara, realisasi capaian meningkat menjadi 20 berkas atau 

mencapai 120%. Peningkatan capaian kinerja yang signifikan tersebut terutama 

didukung oleh pengelolaan anggaran yang efisien dan koordinasi yang efektif 

dengan pihak terkait turut memperkuat keberhasilan pencapaian tersebut. 
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Target yang ditetapkan pada indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak 

pidana narkotika yang P.21 adalah 15 berkas perkara dan realisasi 20 berkas 

perkara, sehingga capaian kinerjanya adalah 120 %. Dan masih terdapat 8 berkas 

perkara yang dalam proses P.21 pada BNN Provinsi Sumatera Barat. Dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

Tabel 12 

Target, Realisasi P21 (berkas perkara) Berkas Tahun 2024 
yang P21, Berkas yang masih dalam proses (lanjut 2026) 

 di Tahun 2025 di BNNP Sumatera Barat dan jajarannya TA. 
2025 

 
No. 

 
Satker 

 
Target 

Realisasi 
P21 

(berkas 
perkara) 

Berkas Tahun 
2024 yang P21 

di Tahun 2025 

Berkas Yang 
masih dalam 

proses (lanjut 
2026) 

1 BNNP Sumbar 15 20 7 8 

2 BNNK Payakumbuh     

3 BNNK Sawahlunto     

4 BNNK Solok     

5 BNNK Pasbar     

 Total 15 20 7 8 

 
Adapun faktor keberhasilan capaian tersebut diantaranya: kerjasama dengan 

personil yang berkomitmen memberantas peredaran gelap narkoba. 

Langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan diantaranya: 

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM melalui pelatihan penyidik, pelatihan 

analis wiretapping, dan pelatihan penangkapan. 

2. Terdapat berkas perkara yang masih dalam proses P21 sebanyak : 8 Berkas 

BNN Provinsi Sumatera Barat yang akan diselesaikan di Tahun 2026. 
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11. Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang 

Bukti Narkotika 

 
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

  

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
(%) 

1. Nilai tingkat keamanan, 
ketertiban, dan 
kesehatan tahanan 

100 indeks 100 indeks 100 100 

2.  Nilai tingkat keamanan 
barang bukti narkotika 
dan non narkotika 

100 indeks 100 indeks 100 100 

 

Tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah Kondisi tidak 

terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban 

kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan seperti halnya tidak 

ada tahanan kabur, cidera serius bahkan yang menyebabkan kematian dan 

hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas. 

Pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian 

perkelahian antar tahanan yagn menyebabkan cidera serius atau kematian, dan 

kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah 

Tahanan BNN. Adapun rumus penghitungan indikator kinerja ini sebagai berikut : 

K3T = Nilai Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Tahanan 

a= Jumlah tahanan yang kabur 

b= Jumlah tahanan yang menderita cidera serius atau kematian akibat perkelahian 

c= Jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas 

 
Nilai Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan berada pada rang 1 s.d 100. 

maka: 
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Tabel 13 

Jumlah Tahanan Masuk dan Tahanan Keluar pada Proses Penyidikan TA 2025. 
 

BNNP/BNNK Laporan 
Kasus 

Tahanan 
Masuk 

Tahanan 
Keluar 

Keterangan 
Kesehatan 

BNNP Sumbar LKN 1 4 4 Sehat 

 LKN 2 DPO DPO  

 LKN 3 3 3 Sehat 

 LKN 4 5 5 Sehat 

 LKN 5 3 3 Sehat 

 LKN 6 1 1 Sehat 

 LKN 7 4 4 Sehat 

 LKN 8 2 2 Sehat 

 LKN 9 4 4 Sehat 

 LKN 10 5 5 Sehat 

 LKN 11 3 3 Sehat 

 LKN 12 1 1 Sehat 

 LKN 13 - -  

 LKN 14 3 3 Sehat 

JUMLAH 38 Tahanan 38 Tahanan  

 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah tahanan yang masuk sama dengan 

jumlah tahanan yang keluar. Sehingga capaian untuk nilai tingkat keamanan, 

ketertiban dan kesehatan tahanan adalah 100%. 

Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah kondisi 

keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika 

dan narkotika. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan data kondisi 

barang bukti narkotika dan non narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan 

waktu dikeluarkannya untuk proses pemusnahan atau diserah terimakan untuk 

tahap penuntutan (tahap II). 

Perhitungan kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non 

narkotika adalah: 

Satuan pengukuran adalah per -BA penitipan dan BA pengeluaran. 

Jika jumlah dan jenis barang bukti yagn tercantum dalam BA penitipan barang bukti 

dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai a = 1, jika terdaapt perbedaan baik jumlah 

maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, 

maka a=0 

KKB = Nilai Keamanan Barang Bukti 

a1 = untuk barang bukti 1; 
a2 = untuk barang bukti 2; 



BNN PROVINSI SUMATERA BARAT I INDONESIA BERSINAR 

LAPORAN KINERJA I Page 60 

 

 

ay = dst 

Nilai Tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d 100 

Maka : 

 
 

 

 
Tabel 14 

Jumlah Barang Bukti Narkotika pada Proses Penyidikan 2025  
 

 

No Satker Barang 
Bukti 

Narkotika 

Barang Bukti 
Masuk 

Barang Bukti yang 
dimusnahkan & Penyisihan 

untuk Kepentingan lain 

  (Sesuai UU 35 Tahun 2009) 

1 BNNP Sumatera 
Barat 

Shabu 20.169,55 gr 20.169,55 gr 

Ganja 354.244,25 gr 354.244,25 gr 

 
Jumlah 

374.413,8 gr 374.413,8 gr 

Nilai 100 100 

 
Tabel 15 

Jumlah Barang Bukti Non Narkotika pada Proses Penyidikan 2025  
 

 

No 

 

Barang Bukti Non Narkotika 

 

Keterangan 

 
BNN Provinsi Sumbar 

 

1.  2 (dua) buah karung plastik warna hijau; SITA 

2.  1 (Satu) unit handphone merk OPPO jenis A53 warna biru yang didalamnya 

terpasang simcard Telkomsel dengan nomor +6282181758116; 

SITA 

3.  1 (Satu) unit handphone merk REDMI jenis 9 warna ungu yang didalamnya 

terpasang simcard 3 (TRI) dengan nomor +6289509542298; 
SITA 

4.  1 (Satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA jenis CALYA warna putih 

dengan Nopol BA 1488 BB; 
SITA 

5.  1 (Satu) lembar STNK R4 merk TOYOTA jenis CALYA warna putih dengan 
Nopol BA 1488 BB an. HENDRI; 

SITA 

6.  4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah); SITA 

7.  1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu 

rupiah); 
SITA 

8.  1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A5 warna putih; SITA 

9.  1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA tipe MIO warna merah 

dengan Nomor Polisi BA 6986 

SITA 

10.  1 (satu) Unit Handphone Jenis Vivo Y21 Warna Putih. SITA 

11.  1 (satu) buah Kotak Polifoam warna putih bertuliskan ABROFOOD SITA 
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12.  1 (satu) unit timbangan digital berwarna silver merk KOBE. SITA 

13.  2 (dua) buah plastik bekas berwarna hijau bertuliskan GUANYINWANG. SITA 

14.  3 (tiga) buah plastik bekas berwarna hitam bergambar ikan arwana 
bertuliskan ZMY. 

SITA 

15.  1 (satu) buah plastik bekas berwarna bening bertuliskan VERY GOOD. SITA 

16.  1 (satu) buah plastik bekas berwarna bening bertulisan 66. SITA 

17.  1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berukuran sedang 

bertuliskan KP KLIP berukuran 15x10 berjumlah 100 (seratus) lembar. 
SITA 

18.  1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berukuran sedang 
bertuliskan KP KLIP berukuran 8x5 berjumlah 90 (Sembilan puluh) 

lembar. 

SITA 

19.  1 (satu) buah tas senapan angin bermotif camo berwarna coklat. SITA 

20.  1(satu) buah simcard TELKOMSEL nomor 621005526213791900. SITA 

21.  1 (satu) buah simcard TELKOMSEL nomor 621001645259150100. SITA 

22.  1 (satu) buah gembok kombinasi angka warna silver. SITA 

23.  1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES dengan nomor rekening 

765301006721531. 
SITA 

24.  1(satu) unit handphone android merk OPPO A35 CPH2577 berwarna hijau 

tosca dengan nomor IMEI 865813061797676 ;86583061797668. 
SITA 

25.  1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG GALAXY A03S berwarna 
biru dengan nomor IMEI 35348140996658 ; 353670620996655. 

SITA 

26.  1 (satu) unit handphone android merk OPPO A71 berwarna ROSE GOLD. SITA 

27.  1(satu) unit handphone android merk OPPO A18 berwarna hitam. SITA 

28.  1(satu) unit handphone android merk OPPO A60 berwarna biru dengan 

nomor IMEI 865174072760652; 865174072760645. 
SITA 

29.  1 (satu) unit HP android merek VIVO Y30 warna Putih; SITA 

30.  1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam dalam kondisi Rusak. SITA 

31.  1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambar Gorilla; SITA 

32.  1 (satu) helai baju kaos warna merah bertulisan Ecko Unltd 1972; SITA 

33.  1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Polo Land; SITA 

34.  1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna abu-abu metalik nomor 

polisi BA 1641 AAH; 
SITA 

35.  1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk 

Daihatsu Sigra warna abu abu metalik nomor polisi BA 1641 AAH An. 
CINDI; 

SITA 

36.  1 (satu) buah kunci kontak mobil berlambang Daihatsu dengan main 

dompet kecil warna coklat merk Boss; 
SITA 

37.  11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah; SITA 
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38.  1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5S warna hitam; SITA 

39.  1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 11 5G warna abu- abu 

metalik; 
SITA 

40.  1 (satu) unit handphone android merk Oppo A1K warna merah; SITA 

41.  1 (satu) unit handphone android merk Oppo F1S warna rose gold. SITA 

42.  1 (satu) Pasang kaus kaki warna biru; SITA 

43.  1 (satu) buah dompet merk FENDI warna Coklat; SITA 

44.  1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Nomor 6019007609499430; SITA 

45.  1 (satu) unit handphone merk Oppo Jenis CPH2477 warna biru; SITA 

46.  1 (satu) unit handphone merk Techno warna biru terpasang simcard 
telkomsel nomor 082164054068; 

SITA 

47.  1 (satu) unit handphone strawberry warna biru; SITA 

48.  Uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 
15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah); 

SITA 

49.  1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam. SITA 

50.  1 (satu) Buah Karung Warna Hijau. SITA 

51.  1 (satu) unit Handphone merek Samsung Lipat Warna Putih dengan 

Nomor yang terpasang Sim Card Telkomsel nomor 085381662469. 
SITA 

52.  1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Jenis Beat Street Warna Hitam 
tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JM8210NK462738 dan Nomor 

Mesin JM82E1460841 

SITA 

53.  1 (satu) buah tas warna hitam merk polo; SITA 

54.  1 (satu) buah tas warna biru; SITA 

55.  1 (satu) buah karung warna hijau; SITA 

56.  1 (satu) unit mobil merk Honda Genio warna hitam doff tanpa plat 

nomor; 
SITA 

57.  5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); SITA 

58.  1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna putih; SITA 

59.  1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru; SITA 

60.  1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna silver; SITA 

61.  1 (satu) unit handphone merk INFINIX X6533C warna Hijau Tosca; SITA 

62.  1 (satu) unit handphone merk VIVO V2025 warna hitam; SITA 

63.  1 (satu) unit handhone merk IPHONE 7 Plus warna hitam; SITA 

64.  1 (satu) buah kartu Debit ATM BRI nomor 5221845069053841; SITA 

65.  1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Genio; SITA 
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66.  1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Genio dengan nomor rangka 

SR452921078 dan nomor mesin NC401198; 
SITA 

67.  1 (satu) unit handphone Iphone 13 berwarna midnight dengan nomor 

IMEI 356845450311327; 
SITA 

68.  1 (satu) buah koper merk Polo Vila berwarna cream; SITA 

69.  1 (satu) helai Sajadah bewarna hijau; SITA 

70.  1 (satu) buah tas hitam bertuliskan THE FUTUR SITA 

71.  1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX KING warna biru hitam 

dengan No. Rangka : MH3UG0750RK203295, dan dengan No. Mesin : 
G3E6E0743730; 

SITA 

72.  1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha MX KING warna biru 

hitam dengan No. Rangka : MH3UG0750RK203295, dan dengan No. 
Mesin : G3E6E0743730; 

SITA 

73.  1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih; SITA 

74.  4 (empat) Buah Karung Warna Hijau. SITA 

75.  3 (tiga) Rupiah Uang Pecahan Rp. 100.000 (seartus Ribu Rupiah). SITA 

76.  1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 14 Pro Warna Abu-abu. SITA 

77.  1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam. SITA 

78.  1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 106 Warna Abu-abu. SITA 

79.  1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Warna Hitam. SITA 

80.  1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Warna Pink. SITA 

81.  1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Xr Warna Orange. SITA 

82.  1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 14 Warna Blueblack. SITA 

83.  1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A15 Warna Hitam. SITA 

84.  1 (satu) Lembar Stnk Mobil Kijang Lgx Warna Silver Metalik. SITA 

85.  1 (satu) Unit Mobil Merk Kijang Lgx Warna Silver Metalik Dengan Plat 

Nomor Ba 1459 Lg No Rangka: Mhf11kf8040090506 No Mesin: 
7k0709911. 

SITA 

86.  1 (satu) Unit Mobil Merk Granmax Warna Putih Dengan Plat Nomor B 
9935 Pcs No Rangka: Mhkb3ba1jjk051733 No Mesin: K3mh28928. 

SITA 

87.  1 (satu) unit handphone android merk INFINIX HOT 50 warna Titanium 
Grey dengan nomor IMEI 352601831806715 ; 352601836173756. 

SITA 

88.  1 (satu) unit handphone android merk REDMI NOTE 14 warna hitam 

dengan nomor IMEI 868839073657142 ; 868839073657159. 
SITA 

89.  1 (satu) unit handphone android merk INFINIX HOT 9 PLAY warna ungu 

dengan nomor IMEI 355808113757022 ; 355808113757030. 
SITA 

90.  1 (satu) unit handphone android merk REDMI 13 C warna Hitam dengan 

nomor IMEI 860363062855961 ; 860363062855979. 
SITA 
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91.  1 (satu) unit handphone android merk REDMI NOTE 8 warna biru dengan 

nomor IMEI 863144046570364 ; 863144046570372. 
SITA 

92.  1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG A03 warna hitam 

dengan nomor IMEI 358482475747208 ; 359583965747209. 
SITA 

93.  1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA AVANZA warna silver 
metalic dengan Nomor Polisi B 1493 KMG. 

SITA 

94.  1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No 15266796 
atas nama PURWANTO. 

SITA 

95.  1 (satu) buah karung plastik berwarna putih merk TERIGUKU MERAH. SITA 

96.  1 (satu) buah karung plastik berwarna putih merk TERIGUKU EMAS. SITA 

97.  1 (satu) unit handphone nokia 105 warna hijau tosca. SITA 

98.  1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A16 5G Warna Biru SITA 

99.  1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y19S PRO warna biru SITA 

100.  1 (satu) buah kantong warna kuning bertuliskan ALFAMART SITA 

101.  1 (satu) unit R4 jenis AVANZA warna hitam Nopol B1883 VMS SITA 

102.  1 (satu) unit R4 Merk MITSUBISHI Colt Diesel warna hijau Nopol AE 9289 

NG 
SITA 

103.  1 (satu) lembar STNK Mobil Merk MITSUBISHI Colt Diesel warna hijau 
nomor registrasi AE 9289 NG 

SITA 

104.  1 (satu) lembar plastik kemasan warna orange bergambar naga SITA 

105.  1 (satu) buah kardus warna cokelat SITA 

106.  4 (empat) lembar plastik klep warna bening SITA 

107.  2 (dua) buah sendok plastik kecil warna biru SITA 

108.  1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk DIGITAL SCALE SITA 

109.  1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk J.LD Tool SITA 

110.  1 (satu) unit timbangan digital warna silver SITA 

111.  1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna putih SITA 

112.  1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam Nopol BA 1482 BI SITA 

113.  1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Calya warna hitam Nopol BA 

1482 BI 
SITA 

114.  1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI A5 warna hitam SITA 

115.  1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI Note 12 warna hitam SITA 

116.  1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna putih SITA 

117.  4 (empat) buah karung warna hijau SITA 

118.  1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA Hiace warna Silver Metalik Nopol BA 
7019 MAA 

SITA 
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Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa capaian untuk nilai tingkat keamanan 

barang bukti narkotika dan non narkotika adalah 100%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

barang bukti yang diterima dari penyidik dengan yang dikeluarkan (dimusnahkan dan 

penyisihan untuk kepentingan lain sesuai UU No 35 Tahun 2009) untuk kepentingan 

penyidikan adalah sama. 

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian target yaitu pelaksanaan kegiatan 

pengawasan tahanan dan barang bukti yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta 

komitmen yang tinggi dari pimpinan dan bidang pemberantasan BNNP Sumatera Barat dalam 

melakukan pengawasan tahanan dan barang bukti. Namun permasalahan dalam 

pencapaian target saat ini belum adanya tempat penyimpanan yang memenuhi standar 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut langkah-langkah tindak lanjut yang 

dilakukan yaitu peningkatan Kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk menjaga keamanan 

barang bukti. 

 

 

12. Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara 

efektif dan efisien 

 
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
(%) 

1. Nilai kinerja anggaran      95 indeks Sangat  
baik 

Sangat 
baik 

100 

2. Jumlah BNN 
Kabupaten/kota di 
wilayah provinsi 
dengan NKA mencapai 
target  

4 kab/kota 4 kab/kota 4 kab/kota 100 

 

Nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan 

anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada 

keseluruhan unit kerja di lingkungan BNNP Sumatera Barat yang terdiri atas aspek 

implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. 

Pengukuran nilai kinerja anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi 

pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja 
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Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi 

Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem 

informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan. 

 
Tabel 15 

Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2025  
 

 
No 

 
BNNP/BNNK 

Nilai Kinerja Anggaran 
(Capaian Aplikasi 

Smart Kemenkeu per 
31 Des 2025) 

1 BNNP Sumbar 99,50 

   

2 BNN Kota Payakumbuh 99,98 

   

3 BNN Kota Sawahlunto 99,08 
   

4 BNN Kabupaten Solok 99,43 

   

5 BNN Kabupaten Pasaman Barat 98,62 

   

 

 
 

 

BNNP Sumatera Barat terdiri dari : 

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran : 99,00 

2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : 100 
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Dibandingkan dengan tahun 2024 nilai kinerja anggaran BNNP Sumatera Barat 

tahun 2025 mengalami kenaikan. 

Dapat disimpulkan pada indikator Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah 

provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target pada BNNP Sumatera Barat 

4 Kab/ Kota tercapai untuk tahun 2025 ini. 

 

13. Sasaran : Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan 

yang sesuai prosedur 

 
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

No. Indikator Kinerja Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
(%) 

1. Nilai indikator kinerja 
pelaksanaan anggaran 
(IKPA) 

99 99,1 

Indeks 

99,00 99,89 

2. Jumlah BNN 
Kabupaten/Kota di 
wilayah provinsi 
dengan nilai IKPA 
mencapai target   

3 

kabupaten/ 
kota 

4 

kabupaten 
/ kota 

1  

kabupaten/ 
kota 

25 

 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang 

penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kulaitas 

kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi 

kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi 

pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. 

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada 

Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja 

satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan 

terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan 

anggaran. 

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022 

tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat 

reformulasi indikator Capaian Ouput yaitu adanya perubahan nomenklatur dari 
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Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output 

ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga 

terdapat penyesuaian bobot 3 (tiga) aspek dengan 8 (delapan) indikator sebagai 

berikut : 

 Kualitas Perencanaan Anggaran 

Merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran 

dengan yang direncakanan dan ditetapkan dalam DIPA. Terdiri dan indikator 

Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA 

 Kualitas Pelaksanaan Anggaran 

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan 

anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikatornya meliputi Penyerapan 

Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Taguhan, Pengelolaan Uang 

Persediaan dari Tambahan Uang Persediaan. 

 Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran 

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output 

sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator yang ada pada aspek ini yaitu 

Capaian Output. 

 

Nilai Indikator Kinerja tersebut diperoleh dari Nilai Indikator Pelaksanaan 

Anggaran Satker pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran 

Negara (OM-SPAN).  

Perbandingan capaian kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat dengan target 

Renproja 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Target Renproja 2025 Capaian 2025 Persentase 

99,1 indeks   99,0 99,89 % 
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Sedangkan untuk jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi Sumatera 

Barat dengan Nilai IKPA mencapai target sebanyak 1 kabupaten/kota, dengan 

rincian sebagai berikut : 

Tabel 17 
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sumatera Barat 

dan BNNKab/kota Tahun 2025 

 

 
No 

 
BNNP/BNNK 

Nilai IKPA (Capaian Aplikasi Smart 
Kemenkeu per 31 Des 2025) 

1 BNNP Sumbar 99,00 
   

2 BNN Kota Payakumbuh 98,86 
   

3 BNN Kota Sawahlunto 98,15 

   

4 BNN Kabupaten Solok 98,86 

   

5 BNN Kabupaten Pasaman Barat 97,24 
 

 
Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan Kinerja sebagai berikut : 

a. Peningkatan koordinasi, pembinaan teknis dan kerja sama dengan seluruh 

instansi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat untuk ikut berperan aktif 

dalam pelaksanaan P4GN. 

b. Peningkatan kualitas SDM baik struktural maupun fungsional melalui 

pelatihan/diklat. 

c. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional. 
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14. Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit 

Kerja Vertikal 

 

 
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja 

sebagai berikut: 

No. Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2024 

Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
(%) 

1. Nilai zona integritas 
BNN berdasarkan 
penilaian internal  

75 

indeks 

83,5  

indeks 

83,5 

indeks 

100 

 
Berdasarkan hasil penilaian internal Surat Inspektur Utama BNN Nomor: 

B/616/XII/IR/IR.04.05/2025/INS tanggal 31 Desember 2025 perihal Hasil Penilaian 

IKK Zona Integritas Pada BNN Provinsi Tahun 2025 Berdasarkan Penilaian Internal 

Pada BNNP Tahun 2025, BNN Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai sebesar 

83,5 atau 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 83,5. Hasil evaluasi tahun 2025, 

BNN Provinsi Sumatera Barat terus meningkatkan kualitas Pembangunan Zona 

Integritas guna capaian target di tahun 2026. Hasil penilaian pelaksanaan pada 8 

(enam) area perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN yakni, Manajemen 

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan 

Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Adapun kendala / hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 

BNN Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut: 

1. Perubahan regulasi terkait evaluasi PMPRB; 

2. Perbedaan persepsi dalam menerjemahkan regulasi terkait RB; 

3. Belum adanya unit kerja khusus yang mengkoordinir pelaksanaan RB; 

4. Keterbatasan SDM yang menangani RB; 

5. Monitoring dan evaluasi rencana aksi belum dilaksanakan secara berkala. 

 
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

 

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran 

sebesar Rp. 15.450.214.000,- pada tahun 2025 yang berasal dari dana APBN. 
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Tabel 18 

Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2025  
 

 

NO. 

 

JENIS BELANJA 

PAGU PER 

JENIS 
BELANJA 

REALISASI 

TAHUN 2025 

SISA 

ANGGARAN 

PERSENTASEI 

(%) 
 REALISASI 

1. Belanja Pegawai 4.907.050.000 4.883.333.226 23.716.774 99,52 

2. Belanja Barang 10.488.914.000 9.339.851.609 1.149.062.391 89,04 

3. Belanja Modal 54.250.000 54.250.000 0 100 

TOTAL 
      15.450.214.000    14.277.434.835       1.172.779.165  92,41 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi anggaran BNNP Sumatera Barat 

tahun 2025 guna mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah melalui data OM-

SPAN termasuk anggaran blokir adalah sebesar Rp. 14.277.434.835,- atau 

sebesar 92,41 % dari total anggaran. 

 

Data Laporan Realisasi Anggaran Wilayah BNN Provinsi Sumatera Barat 
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Jika dilihat dari sumber dana alokasi anggaran BNNP Sumatera Barat yang di 

blokir Tahun 2025 adalah : 

Tabel 19 

Alokasi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2025 Berdasarkan  

Sumber Dana di luar Anggaran Blokir 
 

 

NO. 
SUMBER 

DANA 

ALOKASI 

ANGGARAN 

REALISASI 

TAHUN 2025 

   BLOKIR 

ANGGARAN 

SISA 

ANGGARAN 

   % 

1.    APBN 15.450.214.000 14.277.434.835 1.025.296.000   147.483.165 98.9 

 

 

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera 

Barat sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi hal- 

hal sebagai berikut : 

1. Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE) 

BNN Provinsi Sumatera Barat telah menggunakan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) upaya pengintegrasian dalam pelaksanaan birokrasi dan 

pemberian layanan publik birokrasi sehingga terciptanya economic of scale 

2. Efisiensi Anggaran 

BNN Provinsi Sumatera Barat ikut menjalankan kebijakan Penghematan 

Anggaran yang dialokasikan untuk mejaga momentum pertumbuhan ekonomi 

dalam rangka mempertimbangkan kondisi geopolitik global. Efisiensi penyisihan 

anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp 387.453.000,-. 

Total seluruh anggaran yang di blokir di lingkup jajaran Badan Narkotika 

Nasional Provinsi Sumatera adalah Rp 1.025.296.000,- 
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Tabel 20 

Rincian Efisiensi Anggaran BNNP Sumatera Barat TA. 2025  

 

 

NO. 
SATUAN KERJA ALOKASI 

ANGGARAN 

 BLOKIR 

ANGGARAN 

REALISASI 

TAHUN 2025 

       % 

1.  BNNP SUMBAR 9.068.525.000 387.453.000 8.596.552.825 99 

2 BNNK PAYAKUMBUH 1.712.786.000 174.750.000 1.528.317.635 99.37 

3 BNNK SAWAHLUNTO 1.687.858.000 170.640.000 1.472.706.858 97 

4 BNNK SOLOK 1.404.877.000 108.946.000 1.293.115.836 99.78 

5 BNNK PASAMAN BARAT 1.576.168.000 183.507.000 1.389.180.794 99.75 
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BAB IV 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan 

dengan harapan dapat berperan sebagai alat kendalai guna mengetahui kualitas kinerja 

serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good 

governance). Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Provinsi Suamatera Barat 

telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2025. 

Capaian Kinerja BNNP Sumatera Barat tahun 2025 merupakan sinergitas kinerja 

dari Kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Rehabilitasi dan 

Kegiatan Pemberantasan dan Intelijen serta Bagian Umum yang berpengaruh terhadap 

capaian keberhasilan tugas BNNP Sumatera Barat dalam menghadapi berbagai 

permasalahan yang komplek di Bidang P4GN. 

a. Kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) 

indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: 

- Jumlah kabupaten / kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap 

Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi , target 

3 kabupaten/kota tercapai 4 kabupaten/kota; 

- Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap 

Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi, target 4 

kab/kota tercapai 4 kab/kota; 

- Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori 

“Mandiri” di wilayah Provinsi, target 4 kab/kota tercapai 4 kab/kota; 

- Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari 

“bahaya” menjadi “waspada”, target 2 kawasan tercapai 2 kawasan; 

- Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi, target 16,5 Indeks 

tercapai 2,25 Indeks. 

 

 

 

PENUTUP 
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b. Kegiatan Rehabilitasi terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagai 

berikut: 

- Persentase Penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami 

peningkatan kualitas hidup target 71,4 % tercapai 72,92 %; 

- Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, target 

5 orang tercapai 6 orang; 

- Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) di wilayah provinsi, target 1 lembaga tercapai 1 lembaga; 

- Jumlah unit penyelanggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis 

Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi target 5 Unit tercapai 5 Unit; 

- Indeks Kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Barat, 

target 3,46 Indeks tercapai 3,55 Indeks. 

c. Kegiatan Pemberantasan dan Intelijen terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja 

kegiatan sebagai berikut: 

- Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang 

berhasil dipetakan target 1 jaringan tercapai 1 jaringan. 

- Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 target 

15 berkas perkara tercapai 20 berkas perkara. 

- Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan, target 100 

tercapai 100. 

- Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika, target 

100 tercapai 100. 

d. Kegiatan Umum terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: 

- Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat, target Sangat Baik 

tercapai Sangat Baik %; 

- Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja 

Anggaran  mencapai  target,  target  4  kabupaten/kota, tercapai 4  

kabupaten/kota; 

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi 

Sumatera Barat target 99,1 Indeks tercapai 99 Indeks; 

- Jumlah BNN Kabupaten /Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA 

mencapai target, target 4 kabupaten/kota tercapai 1 kabupaten/kota. 

- Nilai Zona Integritas BNN PRovinsi Sumatera Barat Berdasarkan Penilaian 

Internal belum mencapai target, target 83,5 dan tercapai 83,5. 
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Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah 

dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2025 bagi masyarakat dan 

berbagai pihak yang berkepentingan. Capaian kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2025, telah dilakukan dengan upaya yang optimal dan dukungan dari seluruh 

lapisan masyarakat guna mensukseskan program P4GN di daerah. Indonesia Bersinar 

Padang, 21 Januari 2026 

Kepala Badan Narkotika Nasional 
Provinsi Sumatera Barat 
 

Dr. Riki Yanuarfi, SH., M.Si 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

   



 

 

 


